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ABSTRAK 

DEWA FITROH ALFALAH 

NIM. 1917303066 

Program Studi Hukum Tata Negara 

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945 salah 

satunya yaitu melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar. Terdapat suatu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Putusannya, MK menyatakan 

permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan untuk 

seluruhnya. Kemudian penolakan legalisasi ganja tersebut selaras dengan mas}lah}ah 

yaitu dimana putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sudah sesuai dengan Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa ganja 

merupakan jenis Narkotika yang termasuk dalam golongan I dan dilarang 

digunakan dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

106/PUU-XVIII/2020 penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan 

prespektif ma}slah}ah. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau library research, 

dengan menggunakan teknik analisis. Adapun pendekatan penelitian menggunakan 

normatif-yuridis. Sedangkan untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer 

dan data sekunder. Metode pengolahan data yaitu menggunakan analisis isi. 

Penelitian ini menyimpulkan dalam penolakan legalisasi ganja terdapat 

empat dampak putusan yaitu adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang 

pengujian, pemerintah harus melakukan penelitian pemanfaatan ganja, dan 

penentuan kebijakan ditangan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian penolakan 

legalisasi ganja untuk pengobatan ditinjau dari ma}slah}ah sudah sesuai dengan 

kaidah baik secara ushuliyah maupun fiqh, memberikan kemanfaatan dan 

mencegah kerusakan yang  disandarkan  pada  tujuan  syara , tidak hanya dengan 

cara menerapkan pemenuhan indikator kebutuhan, baik ma}slah}ah ‘ammah maupun 

ma}slah} kh}a>s} secara  lahiriyah  tetapi  juga  mampu  mengantarkan  manusia  tersebut  

pada  kebahagiaan akhirat. 

 

Kata kunci : Penolakan Legalisasi Ganja Kepentingan Pengobtan, Mas}lah}ah 
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MOTTO 

“Hidup adalah perjalanan untuk dialami, bukan masalah untuk dipecahkan 

dan bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang dengan rahmat-Nya selalu memberikan kemudahan dan kelancaran 

kepada saya untuk melewati segala rintangan kehidupan, terkhusus dalam 

masamasa perkuliahan ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sholawat ini semoga kita 

mendapatkan syafa’at di hari akhir nanti.  

Skripsi ini merupakan salah satu persembahan kepada Bapak Titis Kiryanto, 

Ibu Nani Dwi Yanti orang tua penulis, yang dengan tulus dan sabar selalu 

memberikan apapun untuk anak-anaknya, terimakasih atas doa dan dukungannya 

yang setiap saat selalu mengiringi langkah penulis, atas berkat doa dan 

dukungannya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

viii 
 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas 

kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan 

bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para 

shahabatnya, tabi’in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua 

ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti. Dengan 

penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PENOLAKAN 

LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN 

PERSPEKTIF MA}SLAH}AH (Studi Putusan MK Nomor 106/PUU-

XVIII/2020)”, selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari doa, bantuan, serta 

dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada: 

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.  

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 



 

ix 
 

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata 

Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus 

sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, serta 

motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri. 

10. Kedua orang tua penulis, Bapak Titis Kiryanto dan Ibu Nani Dwi Yanti yang 

selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis 

dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana. 

11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungannya. 

12. Efrial Dinanki Sabilla, Alfian Akbar Gunawan, yang selalu menemani langkah 

penulis dalam proses perkuliahan ini. Semoga hubungan baik selalu ada dalam 

pertemanan kita. 

13. Tak lupa kepada teman-teman Hukum Tata Negara B, Seluruh Hukum Tata 

Negara angkatan 2019, dan Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara 

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 





 

1 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berik. 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Fath}ah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 D}ammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fà´ala  فعَلََ  -

 suila  سُئلَِ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fath}ah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 D}ammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 
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 qāla  قَالَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يَقوُْلُ  -

 

D. Ta Marbu>t\\}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raud}ah al-at}fāl/raud}ahtul at}fāl 

رَةُ  -  al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul  الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

munawwarah 

 t}alh}ah   طَلْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نزََّ

 al-birr  البرِ   -

 

F.  Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
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ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقَلمَُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الْجَلَ  -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

-  ِ نَّ إ  inna 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  - -Wa innallāha fahuwa khair ar  وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّ

rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn 
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سْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَاب - ِِ   Bismillāhi majrehā wa 

mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعَالَمِيْنَ  -  Alhamdu lillāhi rabbi al-̀ālamīn/Alhamdu  الْحَمْدُ للهِ رَب 

lillāhi rabbil ̀ālamīn 

حِيْمِ ا - حْمنِ الرَّ لرَّ   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

      Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ ا - مُوْرُ جَمِيْعًالُ لِِل    Lillāhi al-amru jamī̀an/Lillāhil-amru jamī̀an 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

AIDS  : Acquired Immune Deficiency Syndrome 

BNN  : Badan Narkotika Nasional 

Hlm  : Halaman 

MK  : Mahkamah Konstitusi 

No  : Nomor 

NRI  : Negara Republik Indonesia 

PBB  : Perserikatan Bangsa-Bangsa 

PUU  : Peraturan Perundang-Undangan 

SKLN  : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

UU  : Undang-Undang 

UUD  : Undang-Undang Dasar 

Vol  : Volume 

WHO  : World Health Organization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. 

Bagian penjelasan Undang-undang 1945 menjelaskan bahwa negara 

Indonesia adalah negara yang didirikan di atas hukum.1 Karakteristik sistem 

hukum di Indonesia meliputi fakta bahwa hak asasi manusia terbukti diakui 

dan ditegakkan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada, bukan 

keinginan individu atau kelompok yang menjadi dasar otoritas.2 Negara 

Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian diatas adalah bahwa 

organisasi dan pemerintah melakukan tindakan harus didasarkan pada 

hukum yang berlaku. 

Indonesia membuat amandemen konstitusi ketiga pada tahun 2001. 

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga baru kekuasan 

kehakiman yang dibentuk sebagai hasil dari amandemen ketiga konstitusi 

Indonesia. Salah satu pengadilan tertinggi ini, Mahkamah Konstitusi 

                                                           
1 Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan 

Pancasila”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 19, 

https:jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/1027/1020, diakses pada 27 Februari 

2023. 
2 Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal 

Sosiohumaniora, Vol. 18, No. 2, Juli 2016, hlm. 136. 

https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947, diakses pada 27 Februari 2023. 
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menjalankan otoritas yudisial di bawah konstitusi Indonesia.3 Tanggung 

jawab utama Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan supermasi hukum 

dan konstitusi Indonesia yang demokratis.  Salah satu kewenangan yang 

dipegang oleh Mahkamah Konstitusi adalah kemampuan menguji peraturan 

Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945. 

Mahkamah Konstitusi dari awal pembentukan serta perjalanannya 

sudah menguji dan memutus berbagai macam perkara peraturan perundang-

undangan atas  Undang-undang  Negara Republik Indonesia 1945. Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang telah dibuat tidak selalu diterima oleh 

masyarakat. Reaksi publik dari masyarakat terhadap perkara putusan uji 

coba peraturan perundang-undangan selalu terjadi pro dan kontra. Putusan 

Nomor 106/PUU-XVIII/2020 merupakan salah satu putusan uji kasus 

peraturan perundang-undangan yang menuai pro dan kontra. Putusan yang 

intinya memutus uji perkara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

yang pada pokok tuntutannya terkait dengan legalisasi Ganja untuk tujuan 

pengobatan.4 

Ganja merupakan tanaman yang sering dilihat negatif oleh 

masyarakat Internasional. Namun, tanaman ini memiliki manfaat yang 

tersembunyi dibawah reputasinya yang tidak menguntungkan. Ganja atau 

                                                           
3  Sugiono Margi & Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Kelembagaan Negara”, RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 

25-28. https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/48, diakses pada 27 Februari 2023. 
4 Erik Dwi Prassetyo, “Legalisasi Ganja Medis”, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 

2, September 2022, hlm. 148. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735, 

diakses pada 27 Februari 2023. 
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Cannabis merupakan psikoaktif yang menyebabkan euphoria pada 

pengguna dan mengandung senyawa psioaktif Tetrahydrocannabinol dan 

Cannabidiol. Biasanya, ganja diubah menjadi rokok yang dihisap untuk 

mengalami efek dari zatnya bereaksi.5 

Cannabis sativa dikenal sebagai ganja atau marijuana yaitu tanaman 

yang mencakup subspesies Cannabis sativa dan Cannabis indica. Ada 

banyak komponen kimia serta terdapat 104 cannabinoid berbeda yang telah 

ditemukan dalam ganja. Tubuh secara alami dapat membuat komponen 

kimia yang membentuk cannabinoid. Fungsi utama senyawa ini di dalam 

tubuh adalah sebagai pengatur gerak, nafsu makan, konsentrasi, sensasi 

pada indra hingga pengatur rasa sakit. Komponen atau senyawa lain yang 

telah ditemukan termasuk terpenoid, flavonoid, senyawa nitrogenous, dan 

molekul umum tanaman. Dalam sejarah pengobatan dunia, penggunaan 

ganja pertama kali dilaporkan di Rumania sekitar 5000 tahun yang lalu. 

Penggunaan ganja di Amerika Serikat sebagai obat resep telah berkembang 

pertama kali pada awal abad 19 dan abad 20. Ganja pertama kali dicatatkan 

dalam farmakope Amerika pada tahun 1850. Penggunaan ganja kemudian 

di batasi hanya untuk kepentingan pembelajaran dan penelitian.6 

Penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan telah diizinkan di 

beberapa negara berkembang. Salah satunya Negara Cina, dimana 

                                                           
5 Syamsul Malik, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, Jurnal 

Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 1. 
https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/52, diakses pada 28 Februari 2023. 

6 Indah Woro Utami, Nur Arfiani, “Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional 

dan Pengaturannya di Indonesia”, jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 57. 

https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/45, diakses pada 28 Februari 2023.   
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penggunaan ganja secara rekreasi adalah ilegal. Tetapi diperbolehkan untuk 

melakukan penelitian yang dilakukan pemerintah tentang kegunaan 

tanaman ganja untuk digunakan keperluan Industri atau pengobatan. Lebih 

dari 300 paten ganja Industri atau pengobatan yang berasal dari Negara 

Cina. Amerika Serikat khususnya kota New York telah menyetujui ganja 

pengobatan sebagai pengobatan AIDS, kanker, dan penyakit kronis lainnya 

setelah dianjurkan oleh dokter. Kemudian Thailand adalah salah satu 

Negara Asia yang telah memperbolehkan penggunaan ganja untuk tujuan 

rekreasi. Bahkan Negara tersebut memberikan akses kepada warga 

negaranya terhadap tanaman ganja.7 Sebaliknya banyak negara yang dengan 

keras melarang penggunaan ganja untuk rekreasi atau pengobatan, salah 

satunya adalah Negara Indonesia. Penggunaan ganja untuk pengobatan 

dilarang secara tegas oleh Undang-undang Narkotianya yaitu Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009. Apabila terdapat kepemilikan ganja dalam 

jumlah kecil dapat di tindak pidana penjara.  

Semua bagian tanaman ganja di Indonesia termasuk biji, buah, 

Jerami, tanaman olahan atau bagian tanaman tidak diperbolehkan dipakai 

untuk pelayanan kesehatan pengobatan. Ganja tergolong Narkotika 

golongan I dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 karena 

membawa resiko kecanduan yang tinggi. Pasal 8 tentang Narkotika 

menyatakan, “Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan 

                                                           
7 Erik Dwi Prassetyo, “Legalisasi Ganja Medis”, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 

2, September 2022, hlm. 148-149. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/45, 

diakses pada 28 Februari 2023. 
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dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang diatur dalam 

Undang-undang”. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 7 menyatakan, 

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.8 Namun penjelasan pasal 

6 ayat (1) huruf a menyatakan dalam ketentuan ini dimaksud dengan 

Narkotika golongan I adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”.9 

Kemudian berbeda dengan Keputusan Mentri Pertanian Nomor 104/2020 

yang menyatakan, “Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 

dikategorikan sebagai komoditas tanaman obat”. Walaupun terlepas dari 

kenyataan bahwa Keputusan Mentri Pertanian tersebut dihapuskan baru-

baru ini, legalisasi ganja pengobatan ditentang oleh beberapa orang untuk 

sementara waktu, tetapi sebagian ada yang mendukung atas keputusan 

tersebut. 

Meskipun penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan telah menjadi 

lebih umum secara global, ganja pengobatan masih diklasifikasikan sebagai 

Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan dalam sains, teknologi, 

dan pengetahuan. Jika ganja digunakan untuk tujuan pengobatan maka 

ketentuan hukum dan peraturan terkait tersebut dilanggar, legalisasi ganja 

                                                           
8 Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
9 Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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untuk tujuan pengobatan di Indonesia masih menjadi topik perdebatan. 

Oposisi yang dibentuk oleh fraksi kontra mengarah ke legalisasi ganja untuk 

penggunaan pengobatan di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Salah 

satunya BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dipimpin oleh Ibu Rieska 

Dwi Widayati, S.SI., M. Si selaku kepala bidang kualitas dan penelitan 

pusat laboratorium Narkotika yang menentang legalisasi ganja dan 

mengklaim bahwa jika penggunaan ganja dibuat legal, kemungkinan akan 

ada penyalahgunaan oleh beberapa individu.10 

Beberapa orang Indonesia telah mempertimbangkan untuk 

menggunakan tanaman ganja untuk tujuan pengobatan. Lingkar Ganja 

Nusantara salah satu organisasi yang memperjuangkan legalisasi ganja 

dengan melakukan kampanye dan menyebarluaskan informasi tentang 

keunggulan ganja pengobatan. Terdapat beberapa orang di Indonesia telah 

menggunakan tanaman ganja sebagai alat terapi. Contohnya pernah terjadi 

kasus bernama Fidelis Ari yang mencoba mengobati penyakit sumsum 

tulang belakang langka istrinya dengan menggunakan ekstrak ganja dengan 

cara menanam di halaman belakangnya. Alasan ini karena pihak rumah sakit 

setempat mengaku tidak bisa lagi menyembuhkan penyakit dari sang istri. 

Namun dikarenakan berbenturan langsung dengan hukum di Indonesia, 

Fiedis ditahan dalam kasus Reyndhart Siahaan dan istrinya meninggal dunia 

karena tidak lagi mendapat pengobatan ekstrak ganja dari Fidelis. Lembaga 

                                                           
10 Rahmi Ayunda, Vina, “Peluang dan Tantangan Legalısası Penggunaan Ganja untuk 

Kepentıngan Medıs dı Indonesıa dıtınjau darı Perspektıf UU Kesehatan”,  jurnal Conference on 

Management, Business, Innovation, Education and Social Science, Volume. 1 No. 1, 2021, hlm. 

332. https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4457, diakses pada 28 Februari 2023. 
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Hukum Masyarakat percaya bahwa kasus Fidelis akan memberikan 

dorongan hukum Narkotika di Indonesia karena menghasilkan diskusi 

tentang penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan. Saat ini, tanaman ganja 

ilegal di Indonesia karena dipandang sama berbahayanya dengan sabu atau 

heroin. Oleh karena itu, selalu ada kelebihan dan kekurangan dari kebijakan 

yang mengatur penggunaan ganja sehingga memunculkan berbagai 

perselisishan. Khususnya Masyarakat di Indonesia terhadap penggunaan 

ganja sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal atau melawan hukum dan hal 

berbahaya lainnya. 

Di Indonesia sendiri dihebohkan dengan seorang ibu bernama Santi 

Warastuti yang telah menunggu putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi 

selama hampir dua tahun untuk mengabulkan permohonannya atas 

legalisasi ganja pengobatan. Pika anak Ibu Santi, memiliki penyakit otak 

dan membutuhkan ganja untuk pengobatan. Ibu Santi menyampaikan 

bahwa Pika menderita Japanese encephalitis, yakni penyakit infeksi yang 

menyebabkan radang otak. Ganja pengobatan atau minyak Ganja (CBD Oil) 

diperlukan untuk menyembuhkan penyakit Pika dengan minyak biji ganja 

atau minyak terapi CBD menjadi bentuk pengobatan yang paling efisien. 

Ibu Santi membawa surat untuk Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap 

permohonan Undang-undang Narkotika untuk di uji dan harus segera 

diputuskan berdasarkan konstitusi. Tetapi Mahkamah Konstitusi pada 
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akhirnya telah memutuskan penolakan terhadap pemanfaatan ganja sebagai 

obat pengobatan ataupun dengan cara lainnya.11 

Sesuai dengan kasus yang diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan 106/PUU-XVIII/2020. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam 

suatu perkara memberikan pertimbangan yang menjadi landasan putusan.  

Sebagaimana sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi yang telah diputus 

dengan nomor putusan 106/PUU-XVIII/2020, dapat ditemukan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi 106/PUU-XVIII/2020 yang mencakup 

proses pertimbangan keputusan hakim tersebut. Dalam permintaan untuk 

pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Kemudian diajukan oleh 6 orang pemohon. Masing-masing pemohon 

terdapat 3 (tiga) ibu yang secara sukarela berbicara mewakili anak -anak 

mereka sebagai warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya 

telah dirugikan. (Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, Nafiah Murhayanti, S., Md), 

dan tiga badan hukum swasta (Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for 

Criminal Justice Reform (ICJR), dan Society of Community Legal Aid 

Societies atau Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat).  

Para pemohon dalam kasus ini diwakili oleh pengacara Erasmus 

Abraham Todo Napitupulu, dkk yang menyatakan pembenarannya untuk 

                                                           
11 Denny Marhendri, “Viral Perjuangan Ibu Suarakan Legalisasi Ganja untuk Obat”, 

www.merdeka.com, diakses pada Selasa 11 April 2023. 
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mengajukan uji hukum Narkotika dalam petisi tersebut. Alasannya antara 

lain:12 

1 Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) tentang 

Narkotika menyatakan, “Bahwa melarang penggunaan sepenuhnya 

Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan yang diatur dalam 

Undang-Undang”. Dimana jelas dinyatakan mempunyai fungsi 

pelayanan Kesehatan, tetapi dibatasi pada Pasal tersebut. 

2 Narkotika Golongan I tidak diperkenankan digunakan untuk pelayanan 

kesehatan yang menjadikan tidak bisa dilakukannya penelitian 

Narkotika yang dikategorikan dalam golongan I sehingga dapat 

mencegah Masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan 

teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti yang dipersyaratkan 

oleh konstitusi.  

3 Terlepas dari kenyataan bahwa Narkotika Golongan I dianggap 

memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya, 

namun, selama dapat digunakan dalam meningkatkan pelayanan 

kesehatan. Negara seharusnya tidak mengendalikan, maupun melarang 

atau membatasinya terhadap hal tersebut. 

4 Permintaan pemohon ini dibuat agar negara nantinya dapat 

menggunakan, meneliti, dan mengatur Narkotika Golongan I untuk 

pelayanan kesehatan seperti yang telah dilakukan oleh negara lain.  

                                                           
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. 
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5 Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong 

jaminan atas layanan kesehatan yang dapat diakses atau dimanfaatkan 

oleh mayoritas seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang 

didasarkan pada temuan-temuan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor saat memutus perkara 

Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Mengingat faktor-faktor tersebut, Hakim 

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan dalam putusannya bahwa Pemohon 

V dan VI tidak memiliki kedudukan hukum yang diperlukan dan menolak 

seluruh kasus Pemohon. 

Pada amar putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 

sepenuhnya permohonan para pemohon dalam putusannya. Mahkamah 

Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya yang dijelaskan oleh 

Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo bahwa mereka telah menolak 

permohonan uji materil Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika karena belum terbukti bahwa penggunaan Narkotika Golongan I 

(Ganja/Mariyuana) untuk layanan pengobatan atau tujuan terapi telah 

diteliti secara menyeluruh dan mendalam. Hakim Mahkamah Konstitusi 

Suhartoyo mendorong penelitian dengan segera tentang jenis-jenis 

Narkotika Golongan I untuk digunakan dalam layanan pengobatan lainnya, 

sementara kasus ini masih dipertimbangkan di pengadilan. Mentri 

Kesehatan Republik Indonesia harus memberikan persetujuan kepada 

pemerintah atau sektor swasta untuk melakukan penelitian mengenai ganja 
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pengobatan yang diatur pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika.13 

Ganja di dalam istilah hukum Islam diistilahkan dengan sebutan al-

hasyisy. Secara normatif, ganja tidak ditemukan adanya dalil yang tegas 

dalam Al-quran serta hadis mengenai larangan mengkonsumsi dan 

memperjualbelikan di tengah masyarakat. Meskipun keberadaan ganja 

sudah ada sejak sebelum masehi, namun produk hukum mengenai ganja ini 

belum ditemukan dalam ijtihad empat ulama mazhab, yaitu Imam Abu 

Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Pendiri Mazhab 

Maliki), Muhammad bin Idris al-Syafi’i (Pendiri Mazhab Syafi’i), Imam 

Ahmad bin Hanbal (Pendiri Mazhab Hanbali). 

Al-hasyusy biasa dipakai di daerah Timur, digunakan untuk memberi 

nama bagi tanaman ganja, sebab dapat menyebabkan mati rasa atau mabuk. 

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur’an dan Hadits yang 

melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang 

memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga 

dianalogikan sebagai narkotika, termasuk ganja (narkotika golongan 1). 

Karena dalam agama Islam, zat berbahaya yang paling populer dan yang 

terdapat dalam nash al-Qur’an memang baru minuman keras (khamr). 

Dalam perkembangan dunia Islam, khamr kemudian bergesekan, 

                                                           
13 Utami Argawati, “MK Dorong Penelitian Ilmiah Ganja Medis”, www.mkri.id/index.id , 

diakses pada 22 Mei 2023. 

http://www.mkri.id/index.id
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bermetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih 

yang kemudian lazim disebut narkotika.14 

 Anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkotika, 

psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam 

meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut 

petunjuk al-Qur’an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.15 

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219 yaitu: 

مَنَافِعُ  كَبِيْر   اثِمْ   ِ  فيِْهِمَا قلُْ  ِ  يَسْـَٔلوُْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ   ِ  وَاِثمُْهُمَا ِ  لِلنَّاسِ  وَّ

 لَكُمُ  اٰللُّ  يبَُي ِنُ  كَذٰلِكَ  ِ  الْعَفْوَ  قلُِ  ِ  ە ينُْفِقوُْنَ  مَاذاَ وَيَسْـَٔلوُْنَكَ  ِ  نَّفْعِهِمَا مِنْ  اكَْبرَُ 

يٰتِ  ِ  تتَفََكَّرُوْنَ  لعََلَّكُمْ  الْْٰ  

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: " Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya ". dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 

keperluan”. (QS. Al-Baqarah: 219).16  Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.   

Ganja adalah salah satu tanaman yang dianggap sebagian ulama 

seperti khamar, dilihat dari zat yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Tetapi 

dalam ilmu Farmakologi ganja dan alkohol atau khamar adalah sesuatu yang 

berbeda, baik dalam bentuknya maupun zat yang terkandung didalamnya. 

Dalam menjelaskan arti kata khamar ini, Al-Qurthubi  menemukakan: kata  

khamar berasal dari kata khamara atau setara yang berarti menutup. 

                                                           
 14M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012). hlm. 87.  

 15 Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),  

hlm. 50. 
 16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 

1984), hlm. 659. 
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Sementara itu secara terminologi ganja ialah zat yang apabila dikonsumsi 

akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila.  

Ganja memang juga termasuk kategori khamar (minuman  keras), tetapi  

bahannya lebih berat dibanding zat itu sendiri. 

Urgensi kemaslahatan manusia yaitu pada semua bentuk, baik 

hukum yang berdasarkan wahyu seperti Hukum Islam ataupun Hukum yang 

bukan didasarkan pada wahyu. Kemaslahatan yang berkembang di tengah 

kehidupan manusia tidak dapat di lepaskan dari Hukum Islam. Apabila 

kedua kemaslahatan itu diabaikan, maka rusaklah urusan yang menyangkut 

dunia maupun akhirat, apabila kesafsadatan yang muncul maka hancurlah 

kehidupan manusia. Substansi kemaslahatan harus diwujudkan dan 

substansi kemafsadatan harus dihapus, keduanya harus diarahkan pada 

tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.17  

Adapun kemaslahatan itu berkaitan dengan Mas}lah}ah dalam 

pengertiannya adalah setiap segala sesuatu yang memiliki manfaat untuk 

manusia, baik mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, maupun dalam 

menolak kemudharatan. Selanjutnya, upaya untuk menolak segala bentuk 

kemudaratan yang berhubungan dengan kelima bagian tujuan shara’ 

dinamakan mas}lah}ah. Sebagaimana dalam menetapkan sebuah kebijakan 

dibutuhkan pertimbangan mengenai mafsadat dan manfaat. 

                                                           
 17 Ahmad Musyahid, “Diskursus maslahah Mursalat di era milenial (Tinjauan Filosofis 

Terhadap konsep Maslahat imam Malik)”, Jurnal Perbandingan Mazha, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 

142. 
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Menurut hukum Islam, tujuan diturunkannya syariat islam dilakukan 

semata-mata untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dalam ruang 

lingkup Ushul Fiqh tujuan dan arti diturunkan syariat Islam selalu 

berhubungan dengan istinbath hukum atau disebut dengan maqa>s}id al-

syari>’ah. Akibatnya hukum akan lebih bermanfaat bagi manusia pada saat 

dikeluarkan.18 Terdapat dua sifat kandungan Mas}lah}ah pertama Mas{lah}ah 

‘ammah yaitu kemaslahatan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

umat manusia. Kedua, Mas}lah}ah kh}a>s} yaitu kemaslahatan individual.19 

Pertama Al-Maqa>s{id al-Kuliyah al-‘a>mmah al-Kulliyah (maqa>s}id 

yang menyeluruh bagi syari’ah) adalah maqa>s}id maqa>s}id yang harus dijaga 

dan diperhatikan pada setiap atau mayoritas syariat.20 Ma}slah}ah ‘a>mmah 

harus berprinsip pada syu>ra (musyawarah), Ma}slah}ah ‘a>mmah ditentukan, 

harus melalui lembaga perwakilan sebagai aspirasi rakyat, serta untuk 

kepentingan mereka, yang diputuskan dalam Undang-Undang lembaga 

perwakilan rakyat yang harus dipedomani pemerintah sebagai pelaksana 

secara jujur dan konsekuen, serta wajib ada dukungan positif, dan kontrol 

terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), sebagai lembaga 

peradilan penegak hukum (yudikatif). Perbedaan konsep ma}slah}ah ‘a>mmah 

akan menambah luasnya konsep ataupun mempermudah dalam membatasi 

                                                           
18 Nabila Zatadini dan Syamsuri, “Konsep Maqāṣid Al-Syarī’ah Menurut Al-Syatibi dan 

Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 

(2018), hlm. 112. https://journal.iaincurup.ac.id, diakses pada 22 Mei 2023. 
19 Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, Jurnal Suhuf, Vol. IV, No. 

1, 2012, hlm. 19. 
20 Ahmad Raisuni, “maqa>s}id al-maqa>s}id,  (Bairut Libanon : al-Syabkah al-‘arabiyah lil 

abhast wa al-Nasyr, 2013), hlm. 92 
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dan mencari putusan kepentingan umum, sesuai dengan perkembangan 

zaman yang kian terus berputar di tengah-tengah kehidupan. Karena pada 

intinya semuanya pada satu tujuan yaitu terwujudnya kemaslahatan 

(kebaikan universal).  

Ma}slah}ah ‘a>mmah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu 

terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia, yang meliputi: 

keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), 

keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan 

hak milik. Kemudian sifat kandungan yang ke dua yaitu Al-Maqa>s}id al-

Kha>sshah adalah maqa>s}id-maqa>s}id yang berada pada ruang lingkup syariat 

tertentu. Kaidah ushuliyah al-khas dapat dipahami secara sederhana adalah 

lafaz yang khusus. Lafaz yang khusus ini hanya memiliki satu pengertian 

tunggal yang tidak mungkin memiliki pengertian lain atau terindikasi ke 

makna yang lain sehingga dikatakan sebagai khusus. Maka hukum-hukum 

syariat didalam maqas>>>}id> ini untuk menjaga maqa>s}id ‘a>mmah dan mengitari 

disisinya. Seperti ibadah, maqa>s}id adalah mengagungkan Tuhan, 

menyambung hubungan antara hamba dan Tuhannya, membersih jiwa, serta 

asupan hati21 Dalam pengertian lain khas adalah lafaz yang khash yang 

diletakkan untuk menunjukkan suatu individu yang satu perseorangannya, 

seperti seorang laki-laki, atau menunjuk kepada sejumlah individu dan tidak 

menunjukkan terhadap penghabisan seluruh individu-individu. Atau khas 

                                                           
21 Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam”, 

al-Turas, Vol. 2, No.1, 2015 hlm., 28. 
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ialah lafaz yang tidak meliputi mengatakannya sekaligus terhadap dua 

sesuatu atau beberapa hal tanpa menghendaki kepada batasan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat skripsi yang berjudul “Analisis Penolakan Legalisasi Ganja 

untuk Kepentingan Pengobatan Perspektif Mas}lah}ah (Putusan MK 

Nomor 106/PUU-XVIII/2020)” 

B. Definisi Operasional 

1. Legalisasi 

Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau pejabat pemerintahan 

mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi 

pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya, hal tersebut 

berdasarkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan.22 Dalam hal ini yang dimaksud peneliti mengenai legalisasi 

Ganja adalah dimana Ganja dapat digunakan untuk alternatif pengobatan 

bagi penyakit tertentu. 

2. Ganja 

Ganja adalah tanaman yang digolongkan sebagai Narkotika 

golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Ganja tidak masuk di dalam golongan Narkotika yang bisa 

digunakan untuk kesehatan karena Narkotika golongan I dilarang digunakan 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ganja hanya digunakan untuk 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut 

                                                           
22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
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Undang-Undang, Narkotika bertujuan untuk kepentingan pelayanan 

Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang 

mana dalam penelitian ini Ganja adalah sebagai tanaman obat dapat 

digunakan untuk alternatif pengobatan atau kepentingan pengobatan. 

3. Pengobatan 

Pengobatan adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk 

mengembalikan daya tahan tubuh dari kontaminasi penyakit. Mentode 

penyembuhan penyakit ditemukan beragam melalui berbagai macam riset 

dan pengembangan yang kontinyu. Pengobatan medis pada jaman sekarang 

merupakan pengembangan dari metode-metode pengobatan tradisional 

yang mendapat banyak sentuhan riset peneliti yang mahir di bidangnya, 

sehingga pengobatan medis menjadi salah satu metode pengobatan yang 

banyak digandrungi karena terbukti dapat menyembuhkan berbagai 

penyakit. Pemakaian Ganja sebagai pengobatan tidaklah banyak diuji 

karena batasan produksi dan pemerintah, yang menimbulkan riset klinis 

terbatas yang menguji keamanan dan dampak dari pemakaian Ganja untuk 

mengobati penyakit. Dalam kedokteran kontemporer menggunakan ilmu 

biomedis, untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah cedera dan 

penyakit, yang khususnya terdapat kandungan dalam ganja yaitu salah 

satunya zat THC yang berguna untuk memberikan manfaat pengobatan 

dalam formulasi tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan meninjau ganja 

untuk pengobatan prespektif Mas }lah }ah. 
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4. Mas}lah}ah  

Mas}lah}ah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, 

yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan terkadang 

digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti “Mencari kebaikan” 

Tak jarang kata mas}lah}ah  atau istilah ini disertai dengan kata al-munasib 

yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.23 Dari 

beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu , apa 

saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh 

kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua 

itu disebut dengan mas}lah}ah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

tinjauan mas}lah}ah untuk mengetahui penolakan putusan Mahkamah 

Konstitusi dan manfaat tanaman ganja sebagai obat yang dapat dilihat 

terlebih dahulu kedaruratan tersebut dalam konsep islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penolakan legalisasi 

ganja untuk kepentingan pengobatan pada putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020? 

                                                           
23 Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 112. 
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2. Bagaimana penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan 

pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 

dalam perspektif mas}lah}ah? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam penolakan 

legalisasi ganja pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-

XVIII/2020. 

2. Untuk menganalisa penolakan legaliasasi ganja pada putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 perspektif 

mas}lah}ah. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam 

memperkaya ilmu pengetahuan mengenai aturan-aturan hukum tentang 

penolakan legalisasi Ganja untuk kepentingan pengobatan. 

2. Secara Praktis 

Skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi para 

pihak yang berkeinginan melakukan penelitian tentang bagaimana 

sebuah pertimbangan para penegak hukum dalam menyelesaikan 

penolakan legalisasi Ganja untuk kepentingan pengobatan sehingga 

dalam masalah penggunaan Ganja sebagai pengobatan sudah sesuai 

dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
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menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi praktisi maupun masyarakat 

umum mengenai legalisasi Ganja di dunia pengobatan. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sebelumya sudah pernah dilaukan di seputar permasalahan 

yang di teliti dan relevansinya. Dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis 

akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Skripsi karya Siti Rahmawati Nur’han yang berjudul “Legalisasi 

Ganja pengobatan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.24 

Skripsi ini menjelaskan tentang pengaturan mengenai ganja pengobatan 

terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Persamaan dengan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama 

membahas tentang legalisasi Ganja untuk pengobatan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbedaannya 

ialah penulis membahas putusan penolakan legalisasi ganja Mahkamah 

Konstitusi dari pandangan ma}slah}ah, sedangkan skripsi tersebut fokus 

terhadap bentuk-bentuk hukum tentang ganja serta tidak menggunakan 

putusan. 

Skripsi karya Agus Nuryadi yang berjudul, “Penggunaan Ganja 

Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam 

                                                           
24 Siti Rahmawati Nur’han, “Legalisasi Ganja Medis dalam Perspektif Hukum Positif dan 

Hukum Islam”, skripsi, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023. 
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(Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika)”25. Skripsi ini membahas tentang Pasal 7 dan Pasal 8 yang 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Persamaannya dengan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama 

sama membahas ganja sebagai obat pengobatan serta bahannya ialah 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbedaannya 

ialah penulis membahas analisis pertimbangan hakim dalam memutus 

penolakan legalisasi Ganja untuk kepentingan pengobatan, sedangkan 

skripsi tersebut analisis terhadap pasal 7 dan 8 tentang Narkotika. 

Skripsi yang berjudul Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk 

Pengobatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis 

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/1017/PnSag) yang 

di tulis oleh Egi Yuni Rakhmawati. Mahasiswa Program Studi Hukum 

Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

hidayatullah. Hasil skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan terdakwa 

Fidelis melakukan penanaman ganja di halaman belakang rumahnya 

merupakan upayanya untuk merawat dan menyembuhkan penyakit yang 

diderita istrinya Yeni Riawati yang terkena penyakit Syringomyelia 

(tumbuhnya kista berisi cairan didalam sumsum tulang belakang). Dalam 

putusan hakim tentang larangan penanaman ganja untuk pengobatan. 

Fidelis dipidana dengan ketentuan yang berlaku, namun didalam kasus ini 

                                                           
25 Agus Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia 

dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika), skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020. 
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membutuhkan pertimbangan hukum yang didasari oleh aka budi, keadilan, 

serta hati nurani, kasus yang harus mempertimbangkan asas kemanfaatan 

hukum dan keadilan saangat diperlukan guna penegakan keadilan 

selanjutnya.26 Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah sama-sama membahas ganja untuk pengobatan. Perbedaannya, 

dalam skripsi tersebut meninjau penanaman ganja sebagai pengobatan 

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/1017/PnSag 

Perspektif hukum islam, sedangkan yang akan penulis teliti adalah legalisasi 

ganja untuk pengobatan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Kostitusi 

Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tinjauan mas}lah}ah. 

Skripsi karya Ananda Firman yang berjudul, “Analiais Yuridis 

Terhadap Alternatif Pengobatan pengobatan Tanaman Ganja Dalam 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvesi 

Tunggal PBB Tahun 1961”,27 Skripsi ini membahas tentang Tinjauan 

Hukum Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut 

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Menurut Pandangan Islam 

Berdasarkan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Kepastian 

Hukum Terhadap Seseorang yang Menggunakan Tanaman Ganja Dalam 

Keadaan Darurat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah 

sama-sama membahas tinjauan kepastian hukum ganja sebagai pengobatan 

                                                           
26 Ega yuni rakhmawati, “Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan Dalam 

Perpektif hukum Islam dan Hukum Positif”, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 

111/Pid.Sus/1017/PnSag, skripsi, Jakarta: Universitas Uin Syarif Hidayatullah, 2018. 
27 Ananda Firman, “Analiais Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman 

Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvesi Tunggal PBB 

Tahun 1961”, skripsi, Banda Aceh Darussalam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. 
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pengobatan yang digunakan dalam keadaan darurat. Perbedaannya ialah 

penulis membahas tinjauan dari prespektif ma}slah}ah, sedangkan skripsi 

tersebut membahas tinjauan yang didasarkan pada ratifikasi konvensi 

tunggal PBB tahun 1961. 

Skripsi karya Herlambang Bagas Wicaksono yang berjudul, 

“Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan pengobatan Menurut Hukum”28, 

Skripsi ini membahas tentang peran Pemerintah Indonesia dalam 

melakukan kewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya 

yaitu penggunaan Ganja berdasarkan alasan pengobatan dapat dibenarkan 

menurut hukum serta pada larangan penggunaan Ganja di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

menghambat negara untuk melakukan kewajibannya dalam pemenuhan hak 

atas Kesehatan. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah 

sama-sama membahas larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perbedaannya ialah 

penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi atas penolakan legalisasi 

ganja pengobatan perspektif ma}slah}ah, sedangkan skripsi tersebut 

membahas tentang tinjauan  menurut hukum.   

Skripsi karya Ridho Alamsyah Lonthor yang berjudul, “Legalisasi 

Narkotika Dalam Sektor pengobatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Islam.29 Skripsi ini membahas tentang Legalisasi narkotika dalam suatu 

                                                           
28 Herlambang Bagas Wicaksono, “Penggunaan Ganja Berdasarkan Alasan Medis Menurut 

Hukum”, skripsi, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2022. 
29 Ridho Alamsyah Lonthor, “Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum 

Positif dan Hukum Islam”, skripsi, Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2021. 
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pengobatan pengobatan yang mana akan dijelaskan melalui pandangan 

hukum positif dan hukum Islam. Apabila ditinjau dari hukum positif ini 

memperbolehkan tetapi hanya untuk pengobatan pengobatan dan sesuai 

dengan takaran dokter. Tetapi menurut hukum Islam adalah haram apabila 

kita mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak jiwa, akal maka dari itu 

diharamkan. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu 

penggunaan narkotika dalam dunia Kesehatan serta bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. Perbedaan ialah penulis membahas fokus kepada 

putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak legalisasi narkotika yaitu 

ganja, sedangkan skripsi tersebut menggunakan semua jenis narkotika dari 

golongan I, II dan III jadi lebih luas pembahasannya. 

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Skripsi Terdahulu. 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Skripsi karya Siti 

Rahmawati Nur’han 

yang berjudul 

“Legalisasi Ganja 

pengobatan dalam 

Perspektif Hukum 

Positif dan Hukum 

Islam”. 

Skripsi tersebut 

sama-sama 

membahas tentang 

legalisasi Ganja 

untuk pengobatan. 

Berbeda pada objek 

penelitiannya yaitu 

Skripsi penulis 

membahas analisis 

putusan Mahkamah 

Konstitusi sedangkan 

skripsi tersebut tidak 

menggunakan 
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putusan dan fokus 

terhadap bentuk-

bentuk hukum 

tentang Ganja. 

2. Skripsi karya Agus 

Nuryadi yang berjudul, 

“Penggunaan Ganja 

Sebagai Obat Perspektif 

Hukum Pidana 

Indonesia dan Hukum 

Pidana Islam (Analisis 

Pasal 7 dan 8 Undang-

Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang 

Narkotika)” 

skripsi tersebut 

sama-sama 

membahas 

Ganja sebagai obat 

pengobatan serta 

bahannya ialah 

Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 

2009 

Skripsi penulis fokus 

membahas analisis 

pertimbangan hakim 

dalam memutus 

penolakan legalisasi 

Ganja untuk 

kepentingan 

pengobatan, 

sedangkan skripsi 

tersebut fokus 

membahas analisis 

terhadap pasal 7 dan 

8 tentang Narkotika. 

3. Skripsi yang berjudul 

Pemidanaan Pelaku 

Penanam Ganja Untuk 

Pengobatan Dalam 

Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif 

Skripsi tersebut 

sama-sama 

membahas ganja 

sebagai 

pengobatan. 

Skripsi tersebut 

meninjau penanaman 

ganja sebagai 

pengobatan Putusan 

Pengadilan Negeri 

Sanggau Nomor 
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(Analisis Putusan 

Pengadilan Negeri 

Sanggau Nomor 

111/Pid.Sus/1017/PnSa

g) yang di tulis oleh Egi 

Yuni Rakhmawati. 

111/Pid.Sus/1017/Pn

Sag, sedangkan yang 

akan penulis teliti 

adalah penolakan 

legalisasi ganja untuk 

pengobatan yang 

terdapat pada 

Putusan Mahkamah 

Kostitusi Nomor 

106/PUU-

XVIII/2020. 

 

4. Skripsi karya Ananda 

Firman yang berjudul, 

“Analiais Yuridis 

Terhadap Alternatif 

Pengobatan pengobatan 

Tanaman Ganja Dalam 

Undang-Undang No. 35 

Tahun 2009 

Berdasarkan Ratifikasi 

Konvesi Tunggal PBB 

Tahun 1961”. 

Membahas tentang 

tanaman ganja 

untuk pengobatan 

Skripsi penulis 

membahas tinjauan 

dari prespektif 

ma}slah}ah, sedangkan 

skripsi tersebut 

membahas tinjauan 

yang didasarkan pada 

ratifikasi konvensi 

tunggal PBB tahun 

1961. 



27 
 

 
 

5. Skripsi karya 

Herlambang Bagas 

Wicaksono yang 

berjudul, “Penggunaan 

Ganja Berdasarkan 

Alasan pengobatan 

Menurut Hukum”. 

Skripsi tersebut 

sama-sama 

membahas Ganja 

sebagai pengobatan 

yang diatur dalam 

Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 

2009. 

Skripsi penulis 

membahas putusan 

Mahkamah Kontitusi 

tentang Ganja 

pengobatan 

perspektif ma}slah}ah, 

sedangkan skripsi 

tersebut fokus 

membahas tentang 

penggunaan Ganja 

pengobatan tinjauan  

menurut hukum. 

6. Skripsi karya Ridho 

Alamsyah Lonthor yang 

berjudul, “Legalisasi 

Narkotika Dalam Sektor 

pengobatan Perspektif 

Hukum Positif dan 

Hukum Islam 

Skripsi tersebut 

Membahas kajian 

yang sama yaitu 

narkotika dalam 

sektor pengobatan 

Terdapat pada jenis 

narkotikanya, penulis 

membahas fokus 

kepada putusan 

Mahkamah 

Konstitusi serta 

narkotika yang 

dibahas hanya Ganja, 

sedangkan skripsi 

tersebut 

menggunakan semua 
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jenis narkotika dari 

golongan I, II dan III 

jadi lebih luas 

pembahasannya. 

 

G. Metode penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah 

dengan tujuan tertentu, penelitian dapat dilihat sebagai kegiatan yang 

bersifat praktis dan analitis.30 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan atau studi 

dokumentasi sebagai bahan data penulis, sehingga memperoleh 

gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Adapun pendekatan 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu mempunyai 

tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum 

2. Sumber data  

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu 

penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

                                                           
30 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 

170. 
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Sumber data primer adalah sumber data yang sifatnya 

mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang yang 

berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu: 

1) Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 106/PUU-XVIII/202, 

mengenai penolakan penggunaan Ganja untuk kepentingan 

pengobatan.  

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber 

data sekunder berupa artikel jurnal, buku yang berkaitan dengan 

masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum dan seterusnya.31 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data diantaranya ialah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu 

proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan 

                                                           
31 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2010), hlm. 13. 
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yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen 

mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian32 

4. Metode Analisis Data 

Metode Analisa data pada penelitian ini adalah konten analisis 

atau analisis isi. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik 

mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks33, sehingga dapat 

memberikan suatu pemahaman yang jelas serta metode analisis isi ini 

digunakan dengan melihat isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

106/PUU-XVIII/2020. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri atas bab 

dan sub bab disertai dengan uraian materi yang akan dibahas pada setiap 

bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Maka dalam 

penulisan ini perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I pendahuluan, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II kajian teori dari legalisasi ganja di Indonesia memuat 

pembahasan tentang latar belakang pelegalan ganja,  ganja menurut undang-

undang narkotika, dan ratifikasi ganja sebagai narkotika. Kemudian kajian 

                                                           
32 Sumardi Surya Brata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 26. 
33 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.  
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teori tentang ganja sebagai pengobatan di Indonesia meliputi pengertian 

ganja menurut pengobatan, manfaat ganja untuk kepentingan pengobatan, 

efek samping penggunaan ganja. Kajian teori terakhir mengenai ma}slah}ah 

meliputi definisi ma}slah}ah, macan-macam ma}slah}ah 

Bab III deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-

XVII/2020 

Bab IV Analisis Putusan 106/PUU-XVIII/2020 Tentang Penolakan 

Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Pengobatan. Pada bab ini berisi 

tentang Analisa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

penolakan legalisasi Ganja pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 

serta penolakan legalisasi Ganja pada putusan Mahkamah Konstitusi dilihat 

dari prespektif ma}slah}ah. 

Bab V penutup, yang mana pada bab ini penulis menarik kesimpulan 

dari analisis yang telah dibuat guna menjawab pokok masalah, serta saran 

dan masukan terkait hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB II  

PEMBAHASAN 

A. Sejarah Legalisasi Ganja di Indonesia  

Pada zaman dahu llul ganja selbelnarnya bu lkan telrmasu lk tanaman yang 

dilarang di Indone lsia. Seljak dahu llul pelnggulnaan ganja di Ace lh digu lnakan 

ulntu lk kelpelntingan yang positif. Ganja se lring digu lnakan selbagai bahan atau l 

bulmbu l ulntu lk melmasak makanan, ganja ju lga digulnakan u lntu lk melngulsir 

hama bagi tanaman kopi dan te lmbakaul di daelrah Ace lh yang cara 

pelnanamannya adalah pohon ganja ditanam di se lla-sella pohon kopi dan 

telmbakau l selhingga hama yang me lnye lrang pelrkelbulnan kopi dan te lmbakau l 

telrselbult belrkulrang. Tidak hanya digu lnakan olelh masyarakat Ace lh, ganja 

julga su ldah digu lnakan bagi selbagian masyarakat. Tanaman ganja yang 

melnimbu llkan halu lsinasi awalnya digu lnakan u lntulk ritu lal kelagamaan dan 

pelngobatan. Pe lngobatan me lrulpakan u lnsulr paling pelnting dan dipakai 

selcara te lruls-melnelruls dalam kelbuldayaan se lhingga pelmakaian ganja se lbagai 

obat me lnjadi warisan tu lruln-telmu lruln yang dilaku lkan nelnelk moyang dari 

zaman dahu llul.34 

Wacana pelegalan ganja di Indonesia mulai banyak diberitakan 

media massa sejak terbentuknya komunitas yang mendukung adanya 

pelegalan ganja. Komunitas ini memfokuskan pada kajian pemanfaatan lain 

                                                           
34 JS Murdomo & Vidya Ratri Ramadhani, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Legalisasi 

Ganja di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No. 1, Mei 2021, hlm. 13. http://e-

journal.janabadra.ac.id, diakses pada 3 Maret 2024. 
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ganja selain sebagai manfaat relkreasi, khususnya di bidang medis dan 

industri. Wacana ini hadir, sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah 

untuk merevisi UU Narkotika yang memasukan ganja pada golongan I, 

sehingga pihak-pihak yang mendukung pelegalan ganja tidak dapat 

melakukan riset lebih lanjut. Peraturan mengenai pengilegalan ganja keluar 

pada tahun 1961 yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

kemudian diratifikasi oleh Repulblik Indonesia pada tahun 1976. 

Melski riselt dipelrbolelhkan selcara hu lkulm di Indone lsia. Namu ln 

sangat su llit melmpelrolelh izin dan produlk ganja selcara lelgal. Seljaulh ini ganja 

hanya dapat dipe lrolelh mellaluli BNN atau l Kelmelntelrian Kelselhatan sellama 

dituljulkan u lntu lk riselt dan pelnellitian. Sayangnya, ke ltika isu l lelgalisasi ganja 

di bidang me ldis selmakin ku lat, masih te lrdapat selkian banyak pe lrtanyaan 

yang be llulm telrjawab. Disku lrsuls yang ada tidak mampu l melmbelri jawaban 

apakah ganja lelbih melmbelri manfaat atau l kelrulgian. Litelratu lr dan pelnellitian 

telntang ganja di Indone lsia masih sangat seldikit. Hal ini dilatarbe llakangi 

olelh sullitnya akse ls ulntu lk mellakulkan pelnellitian selcara lelgal te lrhadap ganja. 

 Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan 

sebagai berikut dibawah ini:35 

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika. Tindak 

pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu 

perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. 

                                                           
 35 Sasangka, Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: CV. 

Mandat Maju, 2003), hlm 34. 
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2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika. 

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan 

hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor 

impor dan tukar menukar Narkotika. 

3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika. Tindak 

pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, 

mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak 

pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan 

kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan 

tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-

Undang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut: Nakhoda atau kapten 

penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) 

4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika 

5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika. 

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu 

Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat 

merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang 

bersangkutan. 



35 
 

 
 

6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang 

diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada 

kemasan. Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku 

Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 

Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media 

cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak 

dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana. 

7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika. 

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan 

penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan 

barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang 

bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti 

tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus 

ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. 

 Di belbelrapa nelgara, ganja dike lnal selbagai obat u lntulk belbelrapa 

pelnyakit ke lras selmacam alzhe limelr dan arthritis36. Tu lmbulhan yang 

melmiliki se lbultan mariju lana (latin: cannabis sativa) ini dinilai be lrmanfaat 

dalam belrbagai belntu lk pelngobatan telrapi dan pelnghilang rasa sakit. Bahkan 

pelnellitian yang dite lrbitkan dalam ju lrnal Molelcullar Cancelr Thelrapelultics 

melnelmu lkan bahwa zat cannabidiol yang te lrdapat dalam ganja bisa 

                                                           
 36 Leonie Lokillo, dkk. “Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi 

Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia”, Jurnal Belo, Vol. 5, No. 2, Februari 

2020, hlm. 9-16. https://opac.fhukum.unpatti.ac.id, diakses pada 4  Maret 2024. 
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melmbu lnulh geln belrnama “Id-1” yang digu lnakan sell kankelr u lntu lk melnyelbar 

kel sellulru lh tu lbulh. 

 Melnulrult "Kamu ls Seljarah Indonelsia", "mariju lana" atau l "Cannabis 

Sativa" Itu l belrasal dari Lau lt Kaspia, te ltapi dilaporkan belrasal dari Jawa 

pada abad kel-10. "Dan dapat ditelmulkan di belrbagai daelrah di Indone lsia 

selndiri, antara lain:37 

1. Acelh  

Kamu ls telrselbult melnyiratkan bahwa ganja digu lnakan selbagai 

sulmbelr selrat dan anggu lr, melski tidak selbaik konsu lmsi Telmbakau l, 

opiu lm ataul pinang7. Ganja atau l Bang, selpelrti banyak pe lnullis Bellanda 

sellama masa kolonial me lnjabat digu lnakan selbagai "age ln rahasia dau ln 

yang me lmabulkkan dicampu lr delngan telmbakaul dan dibakar, te lrultama 

di daelrah Acelh. 

2. Wilayah Timu lr Hindia-Bellanda 

Ganja ini selring diselbu lt zat yang melningkatkan nafsu l makan, ia 

julga me lmiliki fulngsi melnggantikan opiu lm laporan me lngatakan bahwa 

dau ln ganja cincang te lrkadang direlndam dalam air, Kelring, digu llulng di 

dau ln lontar nipah dan dibakar se lpelrti rokok. Artinya, dau ln rami kelring 

dibu lngkuls delngan dau ln ataul dauln jagu lng Pisang me lmiliki e lfelk yang 

lelbih ku lat. Telntadelskripsi selrulpa Ganja ju lga masu lk dalam laporan 

                                                           
 37 Aristedes Julian, Alegori 420 sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya 

pop, (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018), hlm. 20. 
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belrju ldull Tanaman Belrmanfaat Hindia Be llanda (Thel Ulselfull Plants of 

thel Dultch Elast Indiels), Cannabis sativa ju lga telrdaftar.  

3. Jawa 

Melski ganja biasanya ditanam di bagian u ltara Su lmatelra, 

belbelrapa dokulmeln melnulnju lkkan bahwa tanaman ganja ju lga daelrah lain 

di Hindia Bellanda, selpelrti daelrah Batavia (Jakarta) Bu litelnzorg (Bogor) 

dan Ambon. Tampaknya di akhir abad ke l-19, ganja masih be llulm 

ditelmulkan ini telrkelnal di kalangan orang Jawa, te ltapi ada hipote lsis 

bahwa tu lmbu lhan melmang delmikian Melngingat kelakrabannya, 

itulmulngkin ditanam di pu llaul itul, Pelnduldulk seltelmpat me lnggulnakan 

istilah se lpelrti mariyu lana, gandhi atau l gelnji. 

4. Ambon  

Di sisi lain, te lrdapat doku lmeln yang me lndoku lmelntasikan 

pelnanaman dan pe lnggulnaan ganja di Ambon ditullis olelh 

G.El.Rulmphiuls, selorang ahli botani Je lrman Bellanda, Pelnggulnaan 

mariyu lana ulntu lk tu ljulan relkrelasi dan meldis-telrkadang dari Cannabis 

sativa-Amboinelnsel di helrbariulmnya (ditelrbitkan di 1741). Padahal 

konon bu ldidaya ganja di nu lsantara adalah ganja le lbih langka daripada 

asli India, te ltapi rami masih ditanam di Ambon dan melndapatkan bibit 

dari Jawa. Di dae lrah itu l, akar ganja dikonsu lmsi gu lna melngobati 

pelnyakit ke lncing. selmbari telrkadang dau ln dicampu lr delngan pala u lntu lk 

melmbu lat telh ulntu lk melngulrangi konsu lmsi pelnyakit asma, radang 

sellapult dada, nye lri dada dan se lkrelsi elmpeldul. Mari kita bicara te lntang 
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telh rami diolah de lngan dau ln rami kelring ulntu lk konsu lmsi relkrelasi 

Tingkatkan kelbahagiaan yang dise lbult pelnduldulk seltelmpat hayal, mirip 

delngan khayal Indone lsia mode lrn (nelgara imajinelr atau l fantasi). 

Rulmphiuls melngamati bahwa dalam komu lnitas Mu lslim, Ganja yang 

dibakar delngan telmbakau l dapat melnghasilkan banyak e lfelk dari agrelsi 

hingga kelseldihan dan delprelsi. 

5. Pelmelrintah Hinda-Bellanda  

Pada akhir abad kel-19, iklan ganja kadang-kadang mu lncull di di 

belbelrapa su lrat kabar belrbahasa Bellanda di Hindia-Bellanda, selbagian 

belsar iklan me lncoba melmpromosikan me lrokok ganja se lbagai obat 

belrbagai pelnyakit, antara lain asma, batu lk dan pelnyakit te lnggorokan, 

kelsu llitan belrnapas dan tidu lr. Namu ln, pelnting u lntu lk diingat bahwa 

pelriklanan adalah pe lriklanan Karelna pelnggulnaan meldis ganja se lcara 

lulas di Kanada, biasanya ditarge ltkan pada komu lnitas E lropa yang 

tinggal di Hindia Be llanda E lropa pada saat itul.38 Delngan de lmikian, 

kelbelradaan Ganja selndiri su ldah belrada di Indonelsia dan dipe lrgulnakan 

dari belbelrapa ratu lsan tahuln yang lalu l. 

B. Ratifikasi Ganja dan Jenis-jenisnya 

Telrkait kasu ls lelgalisasi ganja, Ame lrika Selrikat Nelgara pelrtama 

yang mellarang pelnggulnaan ganja. Pada tahu lm 1930 Amelrika Selrikat masulk 

keldalam masa relsels. Selhingga melrelka melngelmbangkan selrat sintelsis. Selrat 

                                                           
 38 Dania Putri dan Blickman Tom, Ganja di Indonesia “Pola Konsumsi, Produksi, dan 

Kebijakan”, Transnational Institute, Vol. 44, Januari 2016, hlm. 3. https://www.tni.org, diakses pada 

4 Maret 2024. 
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sinteltis ini diprodulksi delngan telknologi manu lfaktu lr yang saat itu l hanya 

dimiliki olelh Amelrika, sialnya karakte lristik dan ku lalitasnya se lrulpa delngan 

selrat dau ln ganja. Selmelntara dau ln ganja, tidak pelrlul melnggulnakan te lknologi 

yang ru lmit u lntu lk pelmanfaatannya. Kelmuldian pelrdagangan ini me lngalami 

kelrulgian dan dari sinilah Ame lrika Selrikat melnjadi Nelgara yang me llarang 

pelnggulnaan ganja. Pe llarangan ini dikaitkan de lngan isu l ras, delngan 

mellelmpar kabar bahwa ganja yang diisap akan me lmbu lat buldak-buldak kullit 

hitam belringas.39 Faktor pelnting yang me lndorong belru lbahnya opini 

masyarakat Ame lrika telrhadap tanaman ganja adalah rasisme l. Pada pelrang 

sauldara (Civil War) di Ame lrika Selrikat pada tahu ln 1865, telrcatat le lbih dari 

4 Julta warga ku llit hitam belrpelrang belrsama warga ku llit pultih, melndapatkan 

melrelka dari bellelnggul pelrbuldakan.40 

 Kelmelnangan selkultul pasca Pelrang Dulnia II melmbulat pihak se lkultul 

ingin me lmbelnulk selbulah organisasi du lnia yang belrtuljulan ulntu lk keldamaian 

dulnia. Didelklarasikan olelh 5 nelgara pelmelnang pelrang yakni Ame lrika 

Selrikat, Cina, Pelrancis, Inggris, Ulnis Sovielt selpakat ulntu lk melmbelntu lk PBB 

selbulah organisasi wadah bagi Ne lgara-nelgara disellulrulh du lnia. Kellima 

Nelgara ini ke lmuldian masu lk keldalam Delwan Kelamanan (Scu lrity Cou lncil) 

dan melmiliki kelistimelwaan yaitu l hak velto. Maka dari itu l kelpelntingan PBB 

telrkait kelbelradaan ganja te lntu lnya belrkaitan delngan Nelgara-nelgara pelmilik 

hak velto. 

                                                           
 39  M Abbiyu, Darry, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan 

Legalisasasi Ganja di Indonesia, (Yogyakarta: Orbit, 2017), hlm. 27. 

 40 Dhira Narayana, dkk. Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradaban 

manusia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 177. 



40 
 

 
 

1. Cina  

Cina melrulpakan produ lseln ganja telrbelsar di dulnia. Dicina ganja 

lelgal bu lkan karelna dihisap ataulpuln dikonsu lmsi akan te ltapi digu lnakan 

ulntu lk melmbu lat pakaian, melmbu lat jelns, ulntu lk bahan sandang, pangan 

dan papan. Cina ju lga melnjadi pelnceltuls belnang dan kain te lnuln pelrtama. 

Selrat batang ganja me lnjadi sangat pelnting kelrana melnjadi selrat pilihan 

pelrtama bangsa Cina u lntu lk melmprodulksi pakaian selcara masal dan 

mu lrah. Tanaman pelrtanian pelrtama ultama cina ganja me lnjadi tanaman 

yang sangat pe lnting dalam pe lrelkonomian masyarakat Cina. Hasil 

tanaman ganja se lbagai komoditas dasar u lntu lk alat tu lkar melnulkar 

barang.  

2. Inggris  

Inggris melrulpakan Nelgara yang me lmiliki pabrik obat te lrbelsar 

di du lnia nama pelrulsahaannya adalah GW Pharmace lulticals dan nama 

obatanya adalah Sacife lc yang be lrmanfaat u lntu lk melngobati mulltiplel 

sclelrosis, sakit pu lnggulng, u lntu lk orang kelmotelrapi, kangke lr, dan 

pelnyakit Alzhe limelr. 

3. Prancis  

Prancis melnjadi Nelgara keldula produlseln pelmbu lat helmp (varian 

tanaman selrat ganja ini dipe lrulntu lkkan dalam pelmbu latan pakaian). 

Prancis ju lga melnjadi su lplai ganja te lrbelsar, walaulpuln pelrancis melnjadi 

nelgara delngan kellelbihan su lpliar selrat ganja, melrelka melnginpor 

selju lmlah selrat dari Nelgara Italia dan Swe ldia. Alasannya agar me lrelka 
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melndapatkan kelulntu lngan yang be lsar dari pelnju lalan selrat ganja dilu lar 

nelgelri.41 

4. Amelrika Selrikat 

Amelrika Selrikat bisa dibilang se lbagai salah satu l Nelgara yang 

belrpelran belsar dalam pellelgalan ganja dibe lrbagai pelnju lrul dulnia. 

Melrelka biasa melnggulnakan ganja delngan cara diisap u lntulk tu ljulan 

relkselsionis. Kelbiasaan melngisap ganja ke lmuldian diadopsi ole lh orang-

orang ku llit hitam di Amelrika kelmuldian pelmelrintah me lmanfaatkan 

kondisi ini melmpelrkulat rasisnya te lrhadap orang ku llit hitam. 

Pelmelrintah Amelrika melngadu l domba antara kullit hitam dan ku llit pultih 

delngan me lngatakan bahwa yang me lngkonsu lmsi ganja hanya warga 

Amelrika yang belrkullit hitam dan coklat, dan tidak mu lngkin warga ku llit 

pultih melngkonsulmsinya. Ganja ju lga dihu lbulngkan delngan kelbiasaan 

belrmu lsik selpelrti jazz, blu lels, dan sou ll orang-orang belrkullit hitam. Hal 

itul dianggap mu lncull karelna kelgilaan orang-orang hitam ke ltika 

melngisap ganja. Kelmuldian pada tahuln 1920-1930 kampanye l ini makin 

di gelncar-gelncarkan olelh meldia massa. Belrita kelcellakaan lalu l lintas di 

hulbu lngkan delngan mariju lana, padahal rasio ke lcellakaan dise lbabkan 

olelh alkohol. Be lrbagai belrita kriminal ju lga direlkayasa bahwa ku llit 

hitam dan hispanik me lrulpakan orang-orang yang malas, me lnakultkan, 

celndelrulng melmbu lat kriminal dan haru ls dibelrantas. Pu lncak propaganda 

                                                           
 41 M Abbiyu, Darry, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan 

Legalisasasi Ganja di Indonesia, (Yogyakarta: Orbit, 2017), hlm. 29. 
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ini dirilisnya Re lelfelr Madnelss, film yang me lnggambarkan ke lgilaan 

yang dise lbabkan olelh mariju lana. Sellama satu l delkadel propaganda rasial 

atas kelbulrulkan ganja hasilnya, pada tahu ln 1937 ganja dilarang. Se llain 

mellakulkan belrbagai tindakan propaganda te lntang ganja di ne lgelrinya, 

Amelrika ju lga melngaju lkan pellarangan ganja selcara intelrnasional, elntah 

apa alasannya. Dari propaganda inilah Ne lgara-nelgara lain julga 

telrpropaganda ole lh Amelrika. Jellas saja karelna Amelrika yang 

melmelgang hak velto dalam organisasi PBB.42 

 Seltellah adanya kelmelnangan selkultul pasca-Pelrang Du lnia II 

Indonelsia me lratifikasi selbulah pelratu lran PBB mellaluli Konvelnsi Tulnggal 

Obat-obatan pada Tahu ln 1961 bahwa tanaman ganja se lbagai tanaman yang 

belrbahaya. Dalam klaim WHO, tanaman ganja digolongankan pada 

golongan pelrtama yang dinyatakan tidak me lmiliki manfaat dibidang me ldis. 

Selbelnarnya se ljarah dimasu lkkannya ganja se lbagai golongan narkotika 

dalam kate lgori yang sama de lngan morfin, kokain dan he lroin me lruljulk pada 

konvelnsi opiu lm intelrnasional pada tahu ln 1911-1912 di nelgara Hagu lel, dan 

Swiss. Pada konve lnsi inilah opiu lm dan zat tu lrulnannya se lpelrti kodelin, 

helroin dan morfin inilah yang dijadikan isu l ultama ataul pokok pelmbahasan 

ultama dalam konvelnsi telrselbu lt. Didalam konvelnsi te lrselbult Italia 

melngaju lkan proposal yang diprelselntasikan olelh dellelgasi Brelnielr dan 

Prancis u lntu lk melngatu lr keltat pelreldaran opiu lm dan melmbelrikan sanksi bagi 

                                                           
 42 Aristedes Julian, Alegori 420 sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya 

pop, (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018), hlm. 30-32. 
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pelmiliknya. Brelnielr ju lga melminta agar hal te lrselbult ju lga dilaku lkan ju lga 

ulntu lk ganja. Kare lna pada konvelnsi u lpiulm intelrnasional dellelgasi dari Italia 

tidak hadir proposal ini tidak dilanju lt namu ln ganja be llulm melnjadi 

pelmbicaraan namu ln, kelmuldian Afrika Sellatan, tu lrki dan Me lsir 

melngulsu llkan melmasulkkan ganja dalam U lndang-ulndang pe lratu lran dan 

pellarangan. Afrika Se llatan dan Tu lrki tidak me llakulkan ulsaha le lbih lanjult 

agar ulsu llan melrelka di konvelnsi, seldangkan Melsir melmelrju langkan delngan 

gigih delngan melnggulnakan ruljulkan meldis yang ulsang dan le lmah. Argulmeln 

dari Melsir tidak dihirau lkan olelh dellelgasi cina maulpuln dellelgasi Amelrika 

keldulanya, tidak me lngeltahuli atas hal itul. Pada akhirnya pe lrdelbatan 

dipu ltulskan u lntu lk diselrahkan kel Komitel F. Pada tanggal 15 De lselmbelr 1942, 

komitel melngalihakan pelmbahasannya kel Komitel B yang be lranggotakan 8 

dellelgasi nelgara yaitu l Melsir, Prancis, Inggris, Chili, Yu lnani, Jelpang, Tulrki 

dan Amelrika.  

 Pada 17 Delselmbelr 1942, nelgara-nelgara telrselbult melngiku lti konvelnsi 

kelculali Be llanda, Inggris dan India me lnyeltuljuli ulntu lk melmbatasi 

pelnggulnaan ganja dan me lnelrapkan pelmbelrian sanksi. Pada tanggal 14 

Felbrulari 1925 konve lnsi Opiulm kel-2 melngelsahkan pellarangan ganja yang 

belrlaku l selcara nasional. Seljak Konvelnsi Opiulm Kel-2 inilah ganja me lnjadi 

tanaman narkotika yang digolongkan be lrsama-sama delngan helroin, morfin, 

opiu lm dan kokain. Dan catatan yang paling pe lnting tidak ada satu lpuln ahli 
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tanaman ganja yang hadir. Ganja dikate lgorikan sama delngan narkotika 

karelna kelbeltullan dan dipu ltulskan tanpa pelrdelbatan ilmiah.43 

 Kelmuldian pada tahuln 1927 indone lsia mu llai melnelgakkan larangan 

pelnggulnaan ganja, pe lmelrintahan kolonial Bellanda melngellu larkan selbulah 

delkrit yang mana me llarang impor, e lkspor dan bu ldidaya produ lksi 

pelnggulnakan narkotika, namu ln telrkelculali u lntu lk kelgiatan me ldis delngan 

orielntasi pelmelrintah. Melskipu ln pada awalnya foku ls ultamanya adalah 

opiu lm belselrta tu lrulnannya, delkrit te lrselbult ju lga mellarang bu ldidaya, 

pelnggulnaan, pelndistribulsian ganja, yang mana akan dike lnakan delnda dan 

sanksi dan hu lkulman pelnjara jangka pe lndelk. Seltellah indone lsia melrdelka 

1945, indone lsia teltap melmilih melnggulnakan pelratu lran kolonial dan 

melskipu ln pelnggulnaan ganja tidak masalah didalam ne lgelri. 

 Pada tahuln 1976 Indone lsia melngelsahkan Konve lnsi Tulnggal 

Narkotika Inte lrnasional pada tahu ln 1961 koka dan ganja dimasu lkkan 

keldalam narkotika golongan I. Disamping pe lngelsahan konvelnsi 

intelrnasional indone lsia ju lga melngellularkan Ulndang-ulndang RI No 9 tahu ln 

1976 te lntang narkotika. U lndang-ulndang telntang narkotika dilandasi 

selmangat pellarangan dan pelmbatasan yang mana hasil adopsi dari 

kelselpakatan De lnHagg Bellanda yang mana me lmbulat tanaman ganja yang 

awalnya dipe lrbolelhkan melnjadi barang te lrlarang. Kelmuldian pada tahu ln 

1997 ulndang-ulndang direlvisi delngan hu lkulman belrat dan pada tahu ln 2009 

                                                           
 43 Dhira Narayana, dkk. Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun menyuburkan peradaban 

manusia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 295. 
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kellularlah U lndang-ulndang No 35 Tahu ln 2009 telntang Narkotika de lngan 

naskah yang sama de lngan yang lama te ltapi hulkulmannya me lnjadi belrat.44 

 Melmpelrjulangkan agar ganja dapat dimanfaatkan ole lh orang yang 

sangat me lmbu ltulhkan ulntulk pelngobatan. Tanaman ganja me lrulpakan helrbal 

yang seltara delngan belras kelnculr dan telmullawak, bu lkan malah seltara delngan 

obat-obatan narkotika golongan pe lrtama selpelrti helroin, sabu l dan pultaul. 

Padahal apabila tanaman ganja dapat dimanfaatkan se lbagai obat, su ldah 

telntu l melnyulmbangkan kelmajulan pada du lnia meldis, telrlelbih lagi karelna 

varian dari Cannabis Sativa di Indone lsia ju lga dikelnal selbagai varian te lrbaik 

dulnia. Lantas kapan pe lmelrintah akan me llelgalkan ganja, me lnulrult fakta 

bahwa banyak pe lnellitian yang pe lrcaya akan manfaat ganja. Dan sampai 

selkarang pelmelrintah bellulm mellakulkan riselt melngelnai ganja dan sampai 

kapan pelmelrintah mellakulkan pelnindasan telrhadap mariju lana selrta 

melmbatasi hak masyarakat u lntu lk melndapatkan kelselhatan mellaluli 

pelnye lmbu lhan melnggulnakan mariju lana.45 Sedangkan untuk jenis-jenis 

ganja yaitu:46 

1. Cannabis Sativa, adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan 

orang-orang untuk tujuan rekreasional Daunnya panjang, halus, tidak 

lebar, dan dalam satu tangkai bisa berbentuk seperti tangan dan jari 

jemari manusia.  

                                                           
 44 Patri Handoyo, War On Druggs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global 

Pemberantasan Narkoba di Indonesia, (Bandung: Sva Tantra, 2014), hlm. 119. 

 45 M Abbiyu, Darry, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan 

Legalisasasi Ganja di Indonesia, (Yogyakarta: Orbit, 2017), hlm. 53. 
46  
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2. Cannabis Indica memiliki batang dan tangkai yang lebih kuat daripada 

Sativa, dan tidak setinggi ukuran dari Sativa. Oleh karena itu Indica 

bisa dibudidayakan di dalam ruangan Proses berbunga Indica lebih 

cepat dan lebih mudah daripada Sativa, kecepatan tumbuhnya bunga 

dapat di rekayasa hanya dengan mengatur siklus cahaya ada di 

sekitarnya Cannabis Indica biasa tumbuh diatas garis lintang 30 derajat, 

seperti daerah Nepal, Libanon Maroko. dan Afganistan Kandungan 

CBD yang dimiliki Indica lebih banyak daripada Sativa, hal ini 

membuat orang orang merasa lebih rileks dan lebih banyak penggunaan 

untuk dijadikan ganja medis dalam hal konsumsinya.  

3. Cannabis Ruderalis adalah jenis ganja yang paling jarang dibicarakan 

Cannabis Ruderalis adalah jenis ganja dengan ukurannya yang pendek 

dibandingkan dengan Sativa dan Indica Cannabis Ruderalis banyak 

ditemui di bagian utara bumi Ruderalis berbunga dengan cepat karena 

tumbuh di bagian utara, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama 

sebelum hawa dingin menghampiri salah satu yang membuat Cannais 

Ruderalis tidak terlalu terkenal dibandingkan dengan Sativa dan Indica 

adalah kadar psikoaktifnya yang sangat rendah Ruderalis lebih sering 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang ataupun papan, seperti 

tali-temali atau bahan rajut untuk pakaian. 

C. Ganja Menurut Undang-undang Narkotika dan KUHP 

 Pelngelrtian Ganja Melnulru lt Ulndang-ulndang Narkotika dan Me ldis. 

Ganja adalah tanaman yang te lrmasulk dalam kellompok obat-obatan 
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golongan 1. Narkotika te lrmasulk zat yang te lrgolong golongan opioid, dau ln 

koka dan ganja. Narkotika adalah zat atau l obat yang belrasal dari tu lmbu lhan 

ataul bu lkan tu lmbu lhan, baik sinteltik maulpuln selmi sinteltik, yang dapat 

melnye lbabkan pelnulrulnan ataul pelrulbahan kelsadaran, hilangnya rasa, 

hilangnya rasa ke lselmultan, dan dapat melnimbullkan keltelrgantu lngan.47 

 Melnulrult farmakologi, narkotika be lrarti "zat yang dapat 

melnghilangkan rasa nye lri dan melmbiuls”. Olelh karelna itu l, melnulrult 

farmakologi te lrmasulk narkotika, narkotika adalah opioid. Ganja dan dau ln 

koka, di sisi lain, bulkanlah obat. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Zat Adiktif adalah 

pelndelkatan dari zat adiktif lainnya, dan dia di atas haru ls me lmasulkkan ini 

karelna masih ada se lnyawa adiktif di lu lar keltiga golongan te lrselbult. NAZA 

adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya.48 

 Mellihat pelngatu lran dalam Pasal 6 ayat (1) U lUl Narkotika, narkotika 

digolongkan kel dalam:49 

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digu lnakan 

ulntu lk tu ljulan pelngelmbangan ilmu l pelngeltahulan dan tidak digu lnakan 

dalam te lrapi, selrta melmpulnyai potelnsi sangat tinggi me lngakibatkan 

keltelrgantu lngan. Contoh: Helroin, Kokain, Dau ln Koka, Opiu lm, Ganja, 

                                                           
 47 Hadi Setia Tunggal, Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: 

Harvarindo, 2012), hlm. 31. 

 48 Satya Joewana, Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: 

Penyalahgunaan Napza atau Narkoba, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 21. 

 49 Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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Jicing, Katinon, MDMDA/E lcstasy, dan lelbih dari 65 macam je lnis 

lainnya. 

2. Narkotika golongan II, adalah narkotika be lrkhasiat pelngobatan 

digu lnakan selbagai pilihan telrakhir dan dapat digu lnakan dalam te lrapi 

dan/atau l ulntu lk tu ljulan pelngelmbangan ilmu l pelngeltahulan selrta 

melmpu lnyai potelnsi tinggi me lngakibatkan keltelrgantu lngan. Contoh: 

Morfin, Peltidin, Felntanil, Meltadon dan lain-lain. 

3. Narkotika golongan III, adalah narkotika be lrkhasiat pe lngobatan dan 

banyak digu lnakan dalam te lrapi dan/atau l ulntu lk tu ljulan pelngelmbangan 

ilmul pelngeltahulan selrta melmpu lnyai potelnsi ringan me lngakibatkan 

keltelrgantu lngan. Contoh: Code lin, Bulprelnorfin, Eltilmorfina, Kodelina, 

Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga be llas) macam 

telrmasu lk belbelrapa campu lran lainnya. 

 Menurut Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari 

tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. 

Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman 

Canabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. 

Tanaman ini tumbulh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di 

daerah tropis.50 

 Menurut Undang-undang No 35 Tahun 2009, semua unsur ganja 

diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I, bersama dengan jenis zat 

                                                           
 50 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, 

Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 48. 
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psikoaktif lainnya seperti kokain, heroin, dan mentafitamin. Ancaman 

hulkuman terkait delngan ganja pasal 111 diantaranya sebagai berikut: 

“Orang yang me lnanam, melmellihara, melmiliki, me lngulasai, 

melnyimpan, narkotika golongan I dipidana de lngan Pidana pe lnjara 

paling singkat 4 tahu ln dan paling lama 12 tahu ln dan Pidana de lnda 

paling seldikit Rp. 800.000.000 ( de llapan ratu ls ju lta) dan dan paling 

banyak Rp.8.000.000.00 (dellapan miliar); Telrdapat ancaman Pidana 

delngan pelmbelratan apabila narkotika golongan I te lrselbult belratnya 

mellelbihi 1 kilogram ataul mellelbihi 5 batang pohon. U lntu lk narkotika 

bulkan dalam belntu lk tanaman dipidana delngan Pidana pelnjara paling 

singkat 4 tahuln dan paling lama 12 tahu ln dan Pidana de lnda paling 

seldikit Rp. 800.000.000 ( dellapan ratu ls ju lta) dan dan paling banyak 

Rp.8.000.000.00 (dellapan miliar); Ancaman Pidana de lngan 

pelmbelratan dijatu lhkan ulntu lk barang bulkti lelbih dari 5 gram delngan 

Pidana delngan Pidana pelnjara selulmulr hidu lp atau l Pidana pelnjara 

paling singkat 5 tahu ln dan paling lama 20 tahu ln dan Pidana de lnda 

maksimulm selbagaimana dimaksu ld dalam ayat (1) ditambah 1/3 

(selpelrtiga)”.51 

 Pelngatulran melngelnai kelselhatan telrdapat dalam Ulndang-ulndang No 

36 tahu ln 2009 telntang kelselhatan melnyatakan bahwa kelselhatan me lrulpakan 

hak asasi manu lsia dan salah satu l ulnsulr kelseljahtelraan yang haru ls 

diwuljuldkan selsulai delngan cita-cita bangsa Indonelsia selbagaimana 

                                                           
 51 Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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dimaksu ld dalam pancasila dan U lndang-ulndang Dasar Ne lgara Relpulblik 

Indonelsia tahu ln 1945. Pada pasal 15 me lnyatakan bahwa pe lmelrintah 

belrtanggu lng jawab atas keltelrseldiaan lingku lngan, tatanan, fasilitas 

kelselhatan baik fisik maulpuln social bagi masyarakat u lntu lk melncapai delrajat 

kelselhatan yang se ltinggi-tingginya.52  

 Kelmuldian telrdapat atu lran me lngelnai narkotika selcara u lmulm pada 

Pasal 102 U lUl Kelselhatan, yaitu l:53 

a. Pelnggu lnaan seldiaan farmasi yang be lrulpa narkotika dan psikotropika 

hanya dapat dilakulkan belrdasarkan relselp doktelr ataul doktelr  

gigi dan dilarang u lntu lk disalahgu lnakan. 

b. Keltelntu lan melngelnai narkotika dan psikotropika dilaksanakan se lsulai 

delngan keltelntu lan pelratu lran pelrulndang-ulndangan. 

 Belrdasarkan hal te lrselbult, dijellaskan bahwa pelnggu lnaan narkotika 

haruls di dasarkan atas re lselp doktelr dan haruls dilaksanakan se lsulai delngan 

pelratu lran pelrulndang-ulndangan yang melruljulk pada U lndang-ulndang 

Narkotika. Melruljulk pada Pasal 8 ayat (1) U lUl Narkotika dije llaskan bahwa 

ganja tidak dapat digu lnakan u lntu lk kelpelrlulan meldis. Walaulpu ln pelnggulnaan 

obat narkotika dipelrbolelhkan delngan adanya re lselp dari doktelr, pelnggulnaan 

ganja te ltap su llit u lntu lk dilaku lkan karelna belrtelntangan delngan pe lratu lran 

pelrulndang-ulndangan yang belrlaku l. Rulang pelmanfaatan ganja amat telrbatas 

di Indonelsia. Pasal 7 UlUl Narkotika hanya melmulngkinkan pelnggulnaannya 

                                                           
 52 Pasal 15 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

 53 Pasal 102 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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dalam hal kelpelntingan pelngelmbangan Ilmu l Pelngeltahulan dan Telknologi 

(IPTElK).54 UlUl Narkotika selndiri melmasulkkan ganja selbagai narkotika 

golongan I, yaitul golongan yang dinilai sangat belrbahaya dan tidak bolelh 

digulnakan bahkan dalam dulnia meldis. Selmula tulmbulhan ganja dilarang 

digulnakan baik dauln, akar, batang, biji, jelrami, ataul tulru lnannya. Ganja 

lantas belrada dalam daftar yang sama delngan belrbagai obatan-obatan 

telrlarang lain selpelrti selpelrti sabul-sabul, helroin, kokain, dan elkstasi. 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, 

pengguna narkotika tidak lagi dipidana penjara, melainkan direhabilitasi. 

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 

Nasional. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, 

HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa KUHP baru ini 

akan berlaku pada Januari 2026.  

 Beberapa hal yang diatur dalam KUHP baru tentang narkotika, 

yaitu: 

a. Pengguna narkotika tidak lagi dipidana penjara, melainkan 

direhabilitasi 

b. KUHP baru lebih mengutamakan prinsip keadilan restorative 

c. Pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek 

penghukuman semata 

d. Diharapkan bisa mengurangi jumlah warga binaan di lembaga 

pemasyarakatan 

                                                           
 54 Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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 Tanaman ganja yang pelnggulnaannya masih dilarang dalam 

pellayanan kelselhatan di Indonelsia, tidak dapat dijadikan selbagai satul-

satulnya aculan bagi para telnaga meldis dan telnaga kelselhatan ulntulk melnultulp 

diri akan pelrkelmbangan nelgara-nelgara yang tellah mellakulkan pelnellitian dan 

mellelgalkan ganja meldis.  

 Dalam Pasal 17 Kodel Eltik Keldoktelran Indonelsia melnjellaskan 

kelwajiban doktelr yaitul “Seltiap doktelr haruls selnantiasa melngiku lti 

pelrkelmbangan ilmu l pelngeltahulan dan telknologi keldoktelran/kelselhatan.” 

Disamping itul, selorang telnaga meldis dan telnaga kelselhatan julga haruls 

melmpelrhatikan atulran-atu lran hu lkulm yang belrlakul. U lndang-ulndang 

Narkotika mellarang pelnggulnaan ganja ulntulk pellayanan kelselhatan, olelh 

karelnanya telnaga meldis dan telnaga kelselhatan tidak bolelh mellanggar atulran 

yang belrtelntangan delngan hal telrselbult. Selbagaimana dise lbultkan dalam 

Pasal 50 U lndang-ulndang Praktelk keldoktelran bahwa doktelr ataul doktelr gigi 

dalam me llaksanakan praktelk keldoktelran melmpulnyai hak u lntulk 

melmbelrikan pellayanan meldis  melnulrult standar profelsi dan standar proseldulr 

opelrasional.Selorang pasieln julga melmiliki hak atas kelselhatan telrhadap 

dirinya selbagaimana diselbultkan dalam Pasal 4 Ulndang-ulndang Kelselhatan 

bahwa seltiap orang belrhak atas kelselhatan, namuln dalam pelnjellasan pasal 

telrselbult hak atas kelselhatan yang dimaksuld adalah hak ulntu lk melmpelrolelh 
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pellayanan kelselhatan dari fasilitas pellayanan kelselhatan agar dapat 

melwulju ldkan delrajat kelselhatan yang seltinggi-tingginya.55 

 Pelmelnulhan hak selselorang yang ingin melndapatkan pellayanan 

kelselhatan, khulsulsnya pellayanan kelselhatan kulratif dan tradisional delngan 

melnggu lnakan ganja melrulpakan tanggulng jawab pelmelrintah selbagaimana 

ditelntulkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UlUlD 1945.56 

 Teltapi melngingat tingkat keltelrgantulngan narkotika golongan 1 

sangat tinggi dan belrbahaya ulntulk kelselhatan, maka selsulai delngan keltelntulan 

yang belrlakul hingga saat ini, narkotika golongan 1 dilarang digulnakan 

ulntulk kelpelntingan pellayanan kelselhatan. Pelmbelrian pellayanan kelselhatan 

yang aman dan belrmultul pada masyarakat melrulpakan tanggulng jawab 

nelgara selbagaimana diatulr keltelntu lan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Ulndang-

Ulndang Kelselhatan. Olelh karelna itul, nelgara wajib melngontrol pelnggulnaan 

narkotika agar tidak disalahgulnakan. Di sisi lain, nelgara julga wajib 

melnjamin pelmelnulhan hak ulntulk melndapatkan pellayanan kelselhatan yang 

aman dan belrmultul selbagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Ulndang-

Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. Belrdasarkan 

pelmahaman yang mulncull di masyarakat, narkotika sellalul dikaitkan delngan 

hal-hal yang telrlarang, haram, dan pantang ulntulk digulnakan. Tidak jarang 

                                                           
 55 Dwi Putri Gunawan. “Legalisasi dan Maslahah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk 

Pengobatan Medis”, Jurnal ijtihad : Rumah Jurnal Fakultas Syariah, Vol. 38, No. 1, Juni 2022, 

hlm. 46. https://journals.fasya.uinib.org, diakses pada 9 Maret 2024. 

 56 Pasal 28 I Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945. 
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pulla apabila ada orang yang melnggulnakan belnda ini, maka akan dianggap 

orang yang belrdosa, kriminal, dan pelnyakit di masyarakat.57 

 Seldelrhananya, akan te lrdapat cap atau l stigma bagi orang yang 

melnggu lnakan narkoba. Pelngajar hu lkulm pidana Ulnivelrsitas Islam Indonelsia 

(UlII) Yogyakarta Mu ldzakir melngakuli ada narkotika yang digu lnakan ulntu lk 

tindakan kelselhatan. Yang dikriminalisasi adalah pe lnyalahgu lnaannya. 

Teltapi ia te lgas melnolak gagasan le lgalisasi ganja “Selgala selsulatu l yang 

melrulsak, zat adiktif, se lmulanya dilarang. Tidak bole lh ada tolelransi. Hingga 

kini, pelngadilan masih melnjatulhkan hu lkulman rellatif belrat kelpada orang 

yang me lmbawa, melngirim, atau l melngangkult ganja. Artinya, ke lpada 

siapapu ln yang melmelnulhi kulalifikasi U lUl Narkotika, nyaris tidak ada 

ampu ln. Selbab, dalam hulkulm positif ganja masih dianggap se lbagai barang 

haram. 

 Maka dari itu l langkah hu lkulm yang dapat dilaku lkan ulntu lk 

pellelgalisasian pe lnggulnaan ganja u lntu lk kelpelntingan meldis di Indone lsia 

yaitu l delngan mellakulkan relvisi pada UlUl Narkotika dan melngellularkan ganja 

dari golongan narkotika I, dikare lnakan pada kelnyataan yang te lrjadi 

kelbelrlaku lan UlUl narkotika su ldah tidak re llavan lagi delngan kelnyataan 

selkarang dimana bahwa ganja sangat dibu ltulhkan selbagai alte lrnatif 

pelngobatan dan ganja selndiri su ldah telrbulkti melmiliki manfaat yang lu lar 

biasa pada du lnia meldis selrta delngan fakta yang te lrjadi selkarang dimana 

                                                           
 57  Syamsul Malik, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, Jurnal 

Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 7-8. 

https://rechten.nusaputra.ac.id, diakses pada 10 Maret 2024. 
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PBB dan komisi obat te llah melnghapu ls ganja dan relsin ganja dari sche ldullel 

IV konvelnsi tu lnggal narkotika. Maka dari itul diharapakan pelmelrintah dapat 

selgelra me lrelvisi UlUl narkotika karelna selbagaimana yang digagaskan pada 

telori hu lkulm progrelsif bahwa hu lku lm dalam hal ini UlUl haruls dipandang 

dalam prosels melnjadi (Law as aprocelss, law in thel making) ia tidak belrsifat 

multlak me llainkan haruls belrgelrak me lngiku lti keldinamisan kelhidu lpan 

manulsia dan te lruls melngulbah kelarah yang le lbih baik, karelna pada saat kita 

melnelrima hu lkulm selbagai selbulah skelma yang final, maka hu lkulm tidak lagi 

tampil selbagai solulsi bagi pelrsoalan kelmanulsiaan.58 

D. Manfaat Ganja dan efek sampingnya 

 Tanaman ganja yang digunakan dapat berwujud: ganja kering, 

hashis dan minyak hashis yang kesemuanya itu disebut dengan nama lain 

marihuana atau mariyuana. Dari zat kanaboida (canaboid) yang terdapat 

pada tanaman ganja antara lain dapat dikembangkan sebagai obat 

penghilang rasa mual dan muntah-muntah dan juga terdapat kandungan 

pada tanaman ganaja yang dikenal selbagai THC (delta-9-

tetrahydrocannabino). Ganja juga sering dikenal sebagai zat yang bisa 

menambah nafsu makan, dan bisa juga berfungsi sebagai pengganti opium 

atau candu pada zaman kolonial, daun ganja biasanya digunakan dengan 

dicampur dan dipakai bersama tembakau, ganja juga dapat dicincang lalu 

kemudian direndam dalam air, lalu dikeringkan dan dilinting atau digulung 

                                                           
 58 Syamsul Malik, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, Jurnal 

Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 8. 
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dengan menggunakan daun nipam layaknya sebuah rokok. Akar ganja dapat 

digunakan untuk mengobati penyakit kelamin gonorrhea (kencing nanah), 

sementara bagian daunnya kadang diseduh dengan menggunakan daun telh 

dan dapat digunakan untulk mengurangi gejala asma, nyeri dada pleuritik 

dan sekresi empedu. 

 Pelnggulnaan ganja dalam pe lngobatan belbelrapa pelnyakit me lmang 

belrmanfaat, namu ln pada sisi lain dapat dikatakan me llanggar hu lkulm dan 

elfelk samping yang ditimbu llkan dalam pelnggulnaan ganja te lrselbult sampai 

selkarang masih dipelrdelbatkan, telrmasu lk larangan pelnggulnaan ganja meldis 

di Indonelsia. 

 Selcara historis pelnggulnaan ganja u lntu lk pelngobatan suldah ada seljak 

lalul. Kelmuldian ganja telrdapat kandu lngan zat aktif yaitu l Cannabinoid 

(CBD), Teltrahydrocannabinoid (THC) dan se lnyawa lainnya, yang 

kelmulngkinan belrpotelnsi dalam me lmbantul pelngobatan. Zat aktif pada 

tanaman ganja te lrselbult dapat melmbantu l melnye lmbu lhkan dan melngulrangi 

geljala pelnyakit telrtelntu l, yaitu l: infelksi ulsuls (radang u lsuls), kankelr dan 

melningkatkan se llelra makan pada pe lndelrita HIV/AIDS, he lpatitis C, 

ganggulan strelss (ganggu lan jiwa), pasca trau lma (lulka belrat seltellah 

kelcellakaan), glaulkoma, elpilelpsy (pelnyakit ayan atau l sawan), selrta belbelrapa 

pelnyakit lainnya.59 

                                                           
 59 Idham, "Politik Hukum Ganja Medis di Indonesia", Tesis thesis, Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021. 
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 Ganja selndiri melmbawa dampak yang positif pada du lnia meldis, 

dimana ia dapat digu lnakan selbagai altelrnatif pelngobatan de lngan diolah 

melnjadi obat ole lh pasieln adapuln contoh obat yang diprodu lksi dari ganja 

yakni: Marinol dan Ce lsamelt (melrulpakan obat selmprot dari ganja), 

Elpidiole lx, Sativelx. Selbelnarnya pelnggulnaan ganja u lntu lk kelpelntingan meldis 

tellah belrlangsu lng seljak lama te lrcatat dalam kitab Peln T'sao Ching 

melrulpakan kitab yang me lmulat pelngobatan helrbal pelrtama di du lnia. 

Telrdapat catatan yang dicatat se lkitaran tahu ln 2900 - 2700 SM olelh kaisar 

shelng nu ln yang melnye lbultkan bahwa tanaman ganja me lmiliki khasiat u lntu lk 

melnghilangkan rasa sakit. Dalam bu lkul yang ditu llis olelh Peltelr Dantovski 

belrjuldu ll kriminalisasi ganja me lnyelbultkan kelsaksian selselorang yang 

melngatakan bahwa ganja dapat me lnyelmbu lhkan pelnyakit ginjal.60 

 Kemudia Elfelk Samping Pe lnggulnaan Ganja ada risiko te lrtelntu l yang 

telrkait delngan pelnggulnaan ganja, me lskipu ln kelulntu lngannya mu lngkin ulntu lk 

pasieln Parkinson. Kandu lngan THC ganja dapat me lnye lbabkan halu lsinasi, 

kelsullitan belrgelrak dan belrnalar, masalah me lmori, dan pelru lbahan su lasana 

hati. Konselkulelnsi nelgatif dari pelnggu lnaan ganja mu lngkin le lbih bulrulk jika 

dihisap. Keltidaknyamanan parul-parul dan batu lk adalah contoh geljala jangka 

pelndelk yang be lrhulbulngan delngan asap. Kelkhawatiran lain adalah infe lksi 

parul-parul belrullang. Melskipu ln ku lrangnya stu ldi klinis yang me lnulnju lkkan 

hulbulngan langsu lng antara ganja dan keljadian kardiovaskullar, laporan kasu ls 

                                                           
 60 Rahmi Ayunda, Vina, “Peluang dan Tantangan Legalısası Penggunaan Ganja untuk 

Kepentıngan Medıs dı Indonesıa dıtınjau darı Perspektıf UU Kesehatan”, Jurnal Conference on 

Management, Business, Innovation, Education and Social Science, Volume. 1 No. 1, 2021, hlm 334-

337. https://journal.uib.ac.id, diakses pada 11 Maret 2024.  



58 
 

 
 

tellah me lnghulbulngkan pelnggulnaan ganja delngan infark miokard, aritmia 

jantulng, kardiomiopati, stroke l, dan artelritis. Disfulngsi frontal ju lga tellah 

dilaporkan, me lngakibatkan pelmikiran yang te lrbatas, kelcelpatan pelmroselsan 

informasi yang be lrkulrang, pelnilaian diri yang tidak me lmadai, pelrelncanaan 

yang se ldikit, dan pelrulbahan dalam kelmampu lan motorik kasar dan 

melmulaskan. 

 Elfelk jangka panjang dari pelnggulnaan ganja telrgantulng cara dan 

frelkulelnsi pelnggulnaan selrta ulsia dan be lrapa banyak pelnggulnaanya. 

Belbelrapa elfelk ganja yang paling ulmulm telrhadap kelselhatan fisik melliputi, 

kelmulngkinan te lrselrang bronkitis ke ltika melngisap ganja, telnggorokkan 

melnjadi belrdahak keltika melnghisap ganja, iritasi parul, sistelm kelkelbalan 

tulbulh mellelmah, melmpelrbulrulk kondisi parul-parul selpelrti asma keltika 

melngisap ganja, mata melrah akibat pelreldaran darah melningkat, ganggulan 

pelrkelmbangan janin sellama kelhamilan, ganggulan pelrkelmbangan otak di 

kalangan relmaja, nafsul makan dan hauls melningkat ataul melnulruln, geljala 

delprelsi, geljala kelcelmasan melningkat ataul melnulruln, ganggulan pelnilaian, 

sullit ulntulk belrpikir jelrnih dan ada masalah delngan melmori, pellelpasan 

dopamin yang melnye lbabkan pelrasaan melnjadi tinggi, withdrawal 

Symptoms (geljala pultuls obat) seltellah pelnggulnaan jangka Panjang. 

 Melnulrult belbelrapa pelnellitian, pelnggulnaan ganja dapat 

melnye lbabkan pelnulrulnan akal, telrultama jika dimullai pada masa mulda dan 

melngakibatkan ganggulan pelnggu lnaan ganja yang telruls-melnelruls hingga 

delwasa. Hasil dari belbelrapa faktor, telrmasulk gelneltika, lingkulngan 
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kellularga, ulsia pelnggulnaan pelrtama, keltelratulran pelnggu lnaan, delngan 

ganggulan pelnggulnaan ganja, lama pelnggulnaan, dan lama pelnellitian, dapat 

melmpelngarulhi telmulan pelnellitian telrselbult. Akibatnya, tidak selmula 

pelnye llidikan telntang hu lbulngan antara ganja dan akal sampai pada 

kelsimpu llan yang sama, dan sullit ulntulk melnulnjulkkan bahwa ganja 

dihasilkan dari pe lnulrulnan akal. Seltellah pelnggulnaan ganja yang 

belrkelpanjangan, kelcandu lan adalah masalah telrbelsar. Di Amelrika Selrikat, 

10% pelnggulna ganja delwasa melngalami kelcandulan ataul keltelrgantulngan, 

dan julmlah ini melningkat melnjadi 35%. Sellain itul, geljala pelnarikan dari 

ganja melmpelngarulhi 30% dari pelnggulna ganja dan 50% sampai 95% dari 

pelnggulna yang selring. Pelnggulna ganja kronis melmiliki Intellligelnt qulotielnt 

(IQ) elnam poin lelbih relndah daripada non-pelnggulna dalam satul pelnellitian 

yang mellacak orang dari bayi hingga ulsia 38. Pelnggulnaan ganja selcara 

kronis dapat melnye lbabkan keltelrgantulngan, ganggulan kognitif, delprelsi, dan 

kelcelmasan, selrta melningkatkan bahaya pe lnyakit parul-parul. Cannabinoid 

melmiliki elfelk anti-parkinson mellaluli modullasi bradikinelsia, kelkakulan, 

pelrelda nye lri, trelmor, dan pelningkatan kelmuldahan belrgelrak.61 

E. Ma}slah}ah 

1. Definisi Ma}slah}ah 

Ma}slah}ah selcara eltimologi adalah kata tulnggal dari al-masalih, 

yang selarti delngan kata salah, yaitul " melndatangkan kelbaikan 

                                                           
 61 Rita Komalasari, “Efek Ganja Medis pada Pasien Parkinson: Literature Review Uji 

Klinis”, Jurnal of Islamic Pharmacy, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 47. https://ejournal.uin-malang.ac.id, 

diakses pada 11 Maret 2024.  
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Telrkadang digulnakan julga istilah lain yaitul al-islislah yang belrarti" 

melncari kelbaikan "Tak jarang kata ma}slah}ah ataul istislah ini diselrtai 

delngan kata al-mul nasib yang belrarti "hal-hal yang cocok, selsulai dan 

telpat pelnggulnaannya.62 Dari belbelrapa arti ini dapat diambil sulatul 

pelmahaman bahwa seltiap selsulatul , apa saja, yang melngandulng manfaat 

di dalamnya baik ulntulk melmpelrolelh kelmanfaatan, kelbaikan, maulpuln 

ulntulk melnolak kelmuldaratan, maka selmula itul diselbult delngan ma}slah}ah. 

Dalam kontelks kajian ilmul ulshull al-fiqh, kata telrselbult melnjadi 

selbu lah istilah te lknis, yang belrarti " belrbagai manfaat yang 

dimaksuldkan Syari' dalam pelneltapan hulkulm bagi hamba-hamba- Nya, 

yang melncakulp tuljulan ulntulk melmellihara agama, jiwa, akal, keltulrulnan, 

dan harta kelkayaan, selrta melncelgah hal-hal yang dapat melngakibatkan 

lulpultnya selselorang dari kellima kelpelntingan telrselbult. 

Ma}slah}ah melrulpakan salah satul meltodel analisa yang dipakai olelh 

ullama u lshull dalam melneltapkan hulkulm (istinbat) yang pelrsoalannya 

tidak diatulr selcara elksplisit dalam al-Qulr'an dan al-Hadis Hanya saja 

meltodel ini lelbih melnelkankan pada aspelk maslahat selcara langsulng. 

Para u llama dalam melngellu larkan hulkulm belrdasarkan elmpat dasar 

hulku lm Islam, yakni Al-Qulr'an, As-Sulnnah (tradisi Nabi Mulhammad), 

Ijma (kelselpakatan ullama), dan Qiyas (analisis analogi). 

                                                           
 62 M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 

112. 
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Kajian Imama Al Ghazali te lntang ma}slah}ah dapat adalah yang 

paling dalam dan lulas apabila dibandingkan delngan ullama ulshull yang 

lainnya. Imama Al Ghazali me lndelfinisikan ma}slah}ah selbagai belriku lt 

bahwa dalam pelngelrtiannya yang e lselnsial (aslan) ma}slah}ah melrulpakan 

sulatul elksprelsi ulntu lk melncari selsulatu l yang belrgulna (manfaat) atau l 

melnyingkirkan selsulatul yang kelji (muldarat). Namu ln, bulkan ini yang 

kami maksuldkan selbab melncari manfaat dan me lnyingkirkan muldarat 

melrulpakan tuljulan (maqashid) yang dimaksuld olelh pelnciptaan (khalq) 

dan kelbaikan (as-shullhul) dari ciptaan dalam melrelalisasikan tu ljulan-

tulju lan melrelka (maqashid). Yang dimaksuld delngan maslahah adalah 

pelmelliharaan dari maksu ld obyelktif hulkulm yang telrdiri dari lima hal 

yaitul pelmelliharaan agama, jiwa, akal, keltulrulnan, dan harta. Seltiap yang 

melngandulng ulpaya melmellihara kellima prinsip (ulshu ll) ini diselbult 

ma}slah}ah dan seltiap yang melnghilangkan kellima prinsip telrselbult 

diselbult mafsadat dan melnolaknya dise lbult ma}slah}ah.63 

Dari ulraian diatas dapat dikeltahuli bahwa yang dimaksu ld delngan 

ma}slah}ah melnulrult Imamaal Ghazali adalah ulpaya melmellihara tu ljulan 

hulku lm Islam, yaitul melmellihara agama, jiwa, akal, keltulrulnan, dan harta 

belnda. Seltiap hal yang dimaksuldkan ulntulk melmellihara tuljulan hulkulm 

Islam yang lima te lrselbult diselbu lt ma}slah}ah. Selbaliknya, seltiap hal yang 

melrulsak ataul melnafikan tuljulan hu lkulm Islam yang lima telrselbult diselbult 

                                                           
 63  Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, Jurnal Syariah dan Hukum, 

Vol. 18, No. 1, Juli 2020, Hlm. 123. https://ejurnal,iainpare.ac.id, diakses pada 18 Maret 2024. 
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mafsadat, yang olelh karelna itu l ulpaya melnolak dan melnghindarkannya 

dise lbult ma}slah}ah.Selanjutnya ma}slah}ah mulrsalah saja yang me lnulru lt 

Imamaal Ghazali yang tidak didulkulng olelh bulkti telkstulal dan bulkti 

telkstulal ataul nash saja yang akan ditelrima yang melmiliki tiga ku lalitas 

yaitu l darulriyyah, qathiyyah, kullliyah. Imamaal Ghazali melnelrangkan 

poin ini delngan melmbelrikan contoh bahwa jika selbagian orang kafir 

mellindulngi dirinya delngan kellompok tawanan mulslim padahal 

melnye lrang pelrtahanan orang kafir be lrarti melmbulnulh kau lm mulslimin 

yang tidak belrsalah. Jika selrangan dari pihak mu lslimin tidak dilaku lkan, 

maka orang kafir akan melnaklulkkan wilayah Islam. Dalam kondisi 

delmikian, maka dipelrbolelhkan melngajulkan argulmelntasi bahwa 

walaulpuln kaulm mu lslimin tidak melnye lrang, maka kelhidulpan tawanan 

mu lslimin itulpuln tidak aman karelnanya lelbih pelnting melngamankan 

sellu lrulh masyarakat mulslim daripada me lngamankan se lbagian saja. 

Pelmikiran selpelrti ini dapat ditelrima karelna melngacu l pada tiga 

kulalifikasi di atas, yakni kondisi darulrat karelna melngandu lng langkah 

ulntulk mellindulngi salah satu l dari prinsip telrselbult yakni me lmellihara 

kelhidu lpan dan hal itul dapat melnjamin kelhidu lpan kau lm mu lslimin. 

Pelrmasalahan ini belrsifat u lnivelrsal selbab melmpelrtimbangkan sellulrulh 

masyarakat bu lkan selbagian masyarakat.64 

                                                           
 64 Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, Jurnal Syariah dan Hukum, 

Vol. 18, No. 1, Juli 2020, Hlm. 123-124. https://ejurnal,iainpare.ac.id, diakses pada 18 Maret 2024. 
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Apabila selbulah ma}slah}ah didulkulng olelh nash, selpelrti melnulliskan 

Al-Qulr'an su lpaya tidak hilang, melngajar melmbaca dan melnullis, atau l 

telrdapat nash yang melndulkulngnya, selpelrti kelwajiban melngajarkan dan 

melnye lbarkan ilmul, pelrintah melngajarkan selgala kelbaikan yang 

dipelrintahkan syara' dan larangan melngelrjakan selgala macam 

kelmulngkaran yang dilarang syara', maka ma}slah}ah selmacam ini dise lbult 

ma}slah}ah mansuls (ma}slah}ah yang ada nashnya), maslahah je lnis ini 

tidak te lrmasulk ma}slah}ah mulrsalah, hulkulm ma}slah}ah mansuls 

diteltapkan olelh nash bulkan olelh meltodel istislah. 

Kaidah ushuliyah syari’yah tersusun dari tiga bagian yaitu 

qawaid, ushuliyah, syariyah. Qawaid merupakan kaidah yang 

mempunyai makna umum, pondasi, dasar atau prinsip. Para ulama 

dengan menjadikan kaidah ushul dan kaidah fikih dapat menemukan 

prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai tujuan untuk melindungi hak-hak 

orang banyak, pribadi, maupun umum. Nash-nash yang berada dalam 

di dalam Alquran dan hadist mengharuskan para ulama melakukan 

istinbath dikarenakan bersifat global. 

Kaidah fiqqhiyah bentuk penyederhanaan dalam ilmu fiqg yang 

dapat di uji kebenarannya. Sedangkan kaidah usuhuliyah sebagai alat 

untuk mempermudah ulama dalam melakukan istinbath hukum. 

Perbedaan dalam memahami kaidah-kaidah dan cara ulama 

memandang maqasid al-tasyri’nya (kemaslahatan umum) disinergikan 

dalam proses hukum maka menjadikan perbedaan produk hukum fikih. 
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Kemudian terdapat juga konselp ma}slah}ah mulrsalah melnulrult 

Wahbah Zu lhaili lelbih melmilih kelduldulkan ma}slah}ah mu lrsalah selbagai 

meltodel istinbath yang belrdiri selndiri (indelpelndeln) te lrlelpas dari al-

Qulr’an dan as-sulnnah. Adapu ln syarat opelrasional ma}slah}ah mulrsalah 

melnu lrult Wahbah Zu lhaili yaitul:65 

a. Apabila pelrbulatan ataul amal telrselbult belrulpa ma}slah}ah yang 

nyata (haqiqatan) bulkan selkeldar dulgaan (wahmiyah) selkiranya 

dapat melwuljuldkan kelmaslahatan dan melnolak madharat. 

b. Tidak pulla keltika belramal delngan ma}slah}ah telrselbult belrtelntang 

delngan hokulm ataul prinsip yang te llah diteltapkan belrdasarkan 

nash ataul Ijma’. 

c. Keltelntu lan yang telrakhir me lnulrult Wahbah Zu lhaili bahwa 

cakulpan ma}slah}ah belrsifat u lmulm, yakni dapat me lwuljuldkan 

manfaat bagi banyak orang. 

2. Macam-Macam Mas}lah}ah 

Dalam kajian usull fikih, makna ma}slah}ah selcara istilah bisa 

dilihat dari berbagai segi.66 Pertama, dilihat dari segi kepentingan atau 

kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Ma}slah}ah darruriyah. Yang dimaksud dengan ma}slah}ah adalah 

kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia 

di dunia dan di akhirat yang harus menjadi perioritas utama. 

                                                           
 65 Dwi Putri Gunawan. “Legalisasi dan Maslahah: Studi Pemanfaatan Ganja untuk 

Pengobatan Medis”, Jurnal ijtihad : Rumah Jurnal Fakultas Syariah, Vol. 38, No. 1, Juni 2022, 

hlm. 40. https://journals.fasya.uinib.org, diakses pada 20 Maret 2024. 

 66 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos, 1996), hlm.115-118 
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2. Ma}slah}ah hajiyah. Adapun yang dimaksudkan dengan ma}slah}ah 

hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk 

menyempurnakan kebutuhan pokok.  

3. Ma}slah}ah tahsiniyah. Sedangkan ma}slah}ah tasiniyah adalah 

kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. 

Dalam implelmelntasinya keltiga macam kelbultulhan ini melrulpakan 

tingkatan selcara hirarkhis. Artinya, kelbultulhan ataul kelpelntingan 

darulriyyah dipelrioritaskan lelbih dahullul dari hajiyah dan tahsiniyyah, 

belgitul julga hajiyah lelbih dipelrioritaskan dari tahsiniyyah. Dalam stuldi 

ulsu ll fikih, keltiga kelmaslahatan telrselbult sellalul dikaitkan delngan lima 

hal, yaitul melmellihara agama, jiwa, akal, keltulrulnan dan harta. Kellima 

hal ini selring diselbult delngan al-maslahah al-kham-sah. Delngan kata 

lain, kellima hal (alma}slah}ah alkhamsah) ini pelringkatnya ada yang 

darulriyyah, hajiyah dan tahsiniyyah ulntulk melmelnulhi kelbultulhan 

manulsia dalam melnjalani kelhidu lpan di dulnia ini, baik selbagai ‘abd 

mau lpuln selbagai khalifah Allah fi’al-ard  

Keldula, dilihat dari selgi kandu lngan ma}slah}ah. Dilihat dari selgi ini 

ma}slah}ah dibagi melnjadi dula, yaitu l: 

1. Ma}slah}ah ‘ammah, Yang dimaksu ld delngan ma}slah}ah ‘ammah 

adalah kelmaslahatan u lmu lm yang melnyangku lt kelpelntingan orang 

banyak ataul kelbanyakan (mayoritas) orang. 

2. Ma}slah}ah khassah. Seldangkan ma}slah}ah khassah adalah 

kelmaslahatan pribadi dan ini sangat jarang se lkali. Bila te lrjadi 
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pelrtelntangan antara kelmaslahatan u lmulm delngan kelmaslahatan 

pribadi, maka yang didahu llulkan adalah kelmaslahatan u lmulm. 

Keltiga, dilihat dari se lgi belrulbah dan tidaknya, ma}slah}ah dibagi 

melnjadi dula belntu lk, yaitu l ma}slah}ah al-tsabitah dan ma}slah}ah 

mu ltagayyarah. 

1. Ma}slah}ah Al-Tsabitah adalah kelmaslahatan yang be lrsifat teltap, 

tidak belrulbah sampai akhir zaman. U lntu lk kelmaslahatan ini dapat 

dibelrikan contoh, misalnya, ke lwajiban salat, pu lasa, zakat dan haji. 

2. Ma}slah}ah Mu ltagayyarah adalah kelmaslahatan yang be lrulbah-ulbah 

selsulai delngan pelrulbahan te lmpat, waktu l dan sulbjelk hulkulm. 

Kelmaslahatan ini belrkaitan delngan bidang mu lamalah dan adat 

istiadat. Dalam stu ldi ulsull fikih, pelmbagian selpelrti ini dimaksuldkan 

ulntu lk melmpelrjellas batasan kelmaslahatan mana yang bisa belrulbah 

dan yang tidak. 

Kelelmpat, dilihat dari se lgi kelbelradaannya dihu lbu lngkan delngan 

didulkulng dan tidaknya, ma}slah}ah dibagi melnjadi tiga, yaitu l: 

1. Ma{slah}ah mu l’tabarah. Yang dimaksu ld delngan ma}slah}ah 

mul’tabarah adalah kelmaslahatan yang didu lkulng ole lh dalil selcara 

elksplisit, baik Al-Qulran, Al-Sulnnah Al-Maqbullah maulpuln ijma’. 

Artinya, su lmbelr kelmaslahatan selpelrti ini, baik be lntu lk maulpuln 

jelnisnya diselbultkan selcara je llas di dalam sulmbelr ultama ajaran Islam 

telrselbult. Contoh u lntulk maslahah mu l‘tabarah ini adalah larangan 



67 
 

 
 

minulman kelras melrulpakan belntu lk kelmaslahatan u lntu lk melmellihara 

akal. 

2. Ma}slah}ah Mullgah. Yang dimaksu ld delngan ma}slah}ah mu llgah adalah 

kelmaslahatan yang kelbelradaannya ditolak olelh syara’ diselbabkan 

belrtelntangan delngan ajaran Islam. Contoh u lntu lk kelmaslahatan ini 

adalah hulkulman belrpulasa du la bu llan belrtulrult-tulrult bagi orang yang 

mellakulkan hulbulngan selksu lal antara sulami istri pada bu llan Ramadan 

di siang hari. Hulkulman ini ditelrapkan karelna lelbih maslahat bagi 

pellakul daripada hulkulman me lmelrdelkakan buldak karelna ia melmang 

orang kaya. Delngan hu lkulman ini ia akan je lra dan dike lmuldian hari 

tidak akan mellakulkan lagi karelna belratnya hu lkulman. Teltapi kalau l 

ditelrapkan selsulai hadis Nabi, yaitu l melmelrdelkakan bu ldak maka ia 

akan mu ldah mellaksanakan hu lkulman itu l karelna ia kaya se lhingga 

delngan hulkulman ini ia ada ke lmulngkinan mellakulkan u llang karelna 

ringannya hu lkulman bagi dirinya. 

3. Ma}slah}ah Mu lrsalah. Adapu ln yang dimaksu ld delngan ma}slah}ah 

mulrsalah adalah kelmaslahatan yang ke lbelrdaannya tidak dise lbultkan 

ataul didu lkulng olelh dalil teltapi ju lga kelbelradaannya tidak ditolak olelh 

dalil. Pelnjellasan yang rinci te lntang hal ini akan diu lraikan pada 

bahasan-bahasan belrikultnya. Adapu ln kata mu lrsalah, selcara 

eltimologis adalah belntu lk ism maf’ull yang belrasal dari kata ke lrja 

(fi’l, velrb) arsala delngan melngiku lti wazan af’ala. Kata arsalayulrsilu l 

irsal, selcara bahasa melmiliki makna asy-sya’iah, al mu ltlaqah, 
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selsulatu l yang telrlelpas.67 Yang dimaksu ld delngan mu lrsalah dalam 

kontelks ini adalah te lrlelpas dari dalil. Yang dimaksu ld delngan dalil 

di sini adalah dalil khu lsuls. Bila digabu lngkan delngan kata ma}slah}ah, 

maka disimpullkan bahwa ma}slah}ah mulrsalah itul maksu ldnya adalah 

adanya ma}slah}ah dalam su latu l pelrbulatan ataul belnda yang adanya 

tidak didasarkan pada dalil atau l nas telrtelntu l dalam pelnelntu lan 

maslahahnya bagi manu lsia, baik yang me lmbelnarkan ataul yang 

melmbatalkannya. 

Melnulrult At-Tayyib As-Sanulsi Ahmad, seljak zaman sahabat, 

ma}slah}ah mulrsalah tellah dijadikan selbagai dalil ulntu lk melneltapkan 

sulatu l masalah yang telrjadi pada waktu l itul, selmelntara Rasullulllah tellah 

wafat. Contoh masalah yang diteltapkan belrdasarkan me ltodel ma}slah}ah 

mu lrsalah, misalnya, pelngulmpullan Al-Qulran kel dalam satu l mulshaf 

pada zaman Abu l Bakar dan ‘Ulsman. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 67 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Progessif, 1997), hlm. 532. 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-

XVIII/2020 TENTANG PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK 

KEPENTINGAN PENGOBATAN 

A. Profil Mahkamah Konstitusi 

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi  

 Mahkamah Konstitu lsi melmiliki Kelduldulkan seltingkat delngan 

Mahkamah Agu lng dalam sistelm keltatanelgaraan di Indonelsia. Mahkamah 

Konstitu lsi dibelntulk ulntu lk melnjamin konstitulsi selbagai hu lkulm telrtinggi. 

Dilihat se lcara filosofis, dasar pelmbelntu lkan Mahkamah Konstitu lsi ialah 

ulntu lk me lnciptakan sistelm keltatanelgaraan yang me lnganult asas pelmisahan 

kelkulasaan atau l selparation of powelr selcara fulngsional yang me lnelrapkan 

sistelm chelck and balancels ulntu lk melngganti selcara belrtahap pelnggulnaan 

asas pelndistribulsian kelkulasaan ataul distribu ltion of powe lr dan paham 

intelgralisme l dari lelmbaga tinggi ne lgara. Dalam me lnjalankan 

kelwelnangannya, te lrmasulk di dalamnya adalah me lngulji u lndang-ulndang 

telrhadap u lndang-ulndang dasar, Mahkamah Konstitu lsi ju lga mellakulkan 

pelnafsiran konstitu lsi, selhingga Mahkamah Konstitu lsi julga dise lbult thel Solel 

Intelrpreltelr of thel Constitu ltion.68 

                                                           
 68 Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem 

Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. XXVI, no. II, Agustus 2011, hlm. 677, 

http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210603031/96378.pdf diakses pada 15 April 

2024. 
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 Pasal 2 UlUl MK. No. 24 tahuln 2003 telntang MK melnjellaskan 

bahwa: “Mahkamah Konstitulsi melrulpakan salah satul lelmbaga nelgara yang 

mellakulkan kelkulasaan kelhakiman yang melrdelka ulntulk melnyellelnggarakan 

pelradilan gulna melnelgakkan hu lku lm dan keladilan”.69 Jimly Asshiddiqiel 

melngatakan, kelhadiran Mahkamah Konstitulsi dalam strulktulr kelnelgaraan 

belrimplikasi telrhadap pelrulbahan sistelm Keltatanelgaraan Relpulblik 

Indonelsia. Kelbelradaan Mahkamah Konstitulsi banyak dipakai telrultama di 

Nelgara--nelgara yang seldang melngalami pelrulbahan dari sistelm 

pelmelrintahan yang otoritarian melnjadi nelgara yang sistelm 

pelmelrintahannya delmokratis, dan ditelmpatkan selbagai ellelmeln pelnting 

dalam sistelm pelmelrintahan nelgara Konstitulsional modelrn. Mahkamah 

Kosntitu lsi belrdiri atas dasar asu lmsi adanya sulprelmasi konstitulsi yang 

melnjadi hulkulm telrtinggi yang melndasari ataul mellandasi kelgiatan nelgara 

selrta selbagai parameltelr ulntulk melncelgah nelgara belrtindak selcara tidak 

Konstitu lsional. 

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

 Pasal 24 C ayat (1) me lnye lbultkan bahwa Mahkamah Konstitu lsi 

belrwelnang u lntu lk melngadili pada tingkat pe lrtama dan te lrakhir dimana 

pultulsannya be lrsifat final. Dari ke ltelntu lan telrselbult belrarti Mahkamah 

Konstitu lsi belrsifat tu lnggal yang tidak me lmpu lnyai pelradilan yang be lrada 

dibawahnya dan tidak me lrulpakan bawahan dari le lmbaga lain.  

                                                           
 69 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 
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 Kelwelnangan yang dibelrikan kelpada Mahkamah Konstitulsi dapat 

dibeldakan melnjadi dula. Yaitul kelwelnangan ultama dan kelwelnangan 

tambahan. Kelwelnangan u ltama telrselbult yaitu l:70 

a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

b. Melmultuls kellulhan konstitulsi yang diaju lkan olelh rakyat te lrhadap 

kelbijakan pe lmelrintah, Mahkamah Konstitu lsi dibelri kelwelnangan 

ultamanya yaitu l ulntu lk melmultu ls constitu lional complain yang diaju lkan 

rakyat te lrhadap kelbijakan pelmelrintah, Mahkamah Konstitu lsi wajib 

melnelrima dan melmultuls pelrmohonan dari rakyat apabila ada produ lk 

hulku lm yang belrada dibawah u lndang-ulndang ntu lk diaju lkan ju ldicial 

relvielw. 

 Seldangkan kelwelnangan tambahan yang dimiliki olelh Mahkamah 

Konstitu lsi dapat belrulpa:71 

a. Pelmbulbaran partai politik,  

b. Pelrsellisihan hasil pelmilihan u lmulm,  

c. Melmultuls selngkelta kelwelnangan antar lelmbaga nelgara. 

d. Pelmbelrian pultulsan Delwan Pelrwakilan Rakyat atas du lgaan pellanggaran 

yang dilaku lkan olelh Prelsideln dan Wakil Prelsideln. 

 Lelbih lanjult, kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi diatulr dalam Pasal 

24C ayat (1) UlUlD RI 1945 yang kelmuldian dipelrtelgas dalam 

                                                           
 70 Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam 

Kelembagaan Negara”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. I, no. III, 2019, 

hlm. 32, https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/48/37, diakses pada 15 April 2024. 

 71 Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 63. 
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Ulndangulndang No. 24 Tahuln 2003 telntang Mahkamah Konstitulsi yang 

melnelntu lkan bahwa Mahkamah Konstitulsi melmiliki ke lwelnangan 

diantaranya: 

a. Melngulji ulndang-ulndang telrhadap UlUlD RI 1945; 

Pelnguljian Ulndang-ulndang dalam siste lm keltatanelgaraan di 

Indonelsia melrulpakan salah satu l belntu lk kelwelnangan Mahkamah 

Konstitu lsi. Hal ini diatulr dalam U lndang-Ulndang Nomor 24 Tahu ln 

2003 te lntang Mahkamah Konstitu lsi. Melnulrult Pasal 51 ayat (3) 

UlndangU lndang Nomor 24 Tahu ln 2003 telntang Mahkamah Konstitu lsi, 

telrdapat 2 (du la) macam pelngu ljian ulndang-ulndang, yakni: 

1) Pelnguljian ulndang-ulndang selcara formal, yaitul pelnguljian 

telrhadap sulatul ulndang-ulndang yang dilakulkan karelna prosels 

pelmbelntulkan ulndang-ulndang telrselbult dianggap tidak 

melmelnulhi keltelntulan belrdasarkan Ulndang-Ulndang Dasar. 

2) Pelnguljian u lndang-ulndang selcara matelriil, yaitu l pelnguljian 

telrhadap su latu l ulndang-ulndang dilaku lkan kare lna telrdapat 

matelri mu latan dalam ayat, pasal, atau l bagian u lndang-ulndang 

yang dianggap belrtelntangan delngan Ulndang-Ulndang Dasar.  

 Melmultuls selngkelta kelwelnangan antar lelmbaga ne lgara yang 

kelwelnangannya dibelrikan olelh UlUlD RI 1945; 

 Salah satul kelwelnangan Mahkamah Konstitulsi adalah melngadili 

selngkelta kelwelnangan lelmbaga nelgara ataul yang biasa diselbult SKLN. 

Kelkulasaan ini dibelrikan konstitulsi pada pasal 24C yang mana dalam 
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pelnjabarannya, SKLN yang diadili olelh MK adalah selngkelta yang 

mellibatkan lelmbaga-lelmbaga nelgara yang tulgas dan fulngsinya langsulng 

dibelrikan olelh UlUlD 1945. Lelmbaga nelgara yang dapat melngajulkan SKLN 

kel MK harulslah lelmbaga yang lahir karelna konstitulsi selrta tulgas dan 

welwelnangnya ada dalam konstitulsi. 

a. Melmultuls pelmbulbaran partai politik;  

Dalam hal ini, pihak yang dapat me lnjadi pelmohon ulntu lk 

pelrkara pelmbu lbaran partai politik itul adalah pelmelrintah (Prelsideln), 

yang artinya partai politik lain mau lpuln masyarakat tidak be lrhak ulntu lk 

melngaju lkan tu lntultan pelmbu lbaran partai politik. Hal ini dijellaskan 

dalam Pasal 3 Ayat 1 Pe lratu lran Mahkamah Konstitu lsi Nomor 12 Tahu ln 

2008 Telntang Proseldulr Belracara Dalam Pe lmbulbaran Partai Politik 

yang me lnelrangkan bahwa pe lmohon adalah pelmelrintah yang dapat 

diwakili ole lh Jaksa Agu lng dan atau l Melntelri yang ditu lgasi ole lh 

prelsideln.  

b. Melmultuls pelrsellisihan telntang hasil pelmilul;  

Mahkamah Konstitu lsi sellain belrtindak selbagai pelngawal 

konstitulsi ju lga adalah belrtindak selbagai pelngawal delmokrasi, dalam 

hal ini yaitu l kelwelnangan u lntu lk melnyellelsaikan selngkelta. Dalam se ltiap 

mellakulkan kelwelnangannya u lntu lk melnye llelsaikan selngkelta pelmilul, 

melkanismel yang digu lnakan didasarkan atas Pe lratu lran Mahkamah 

Konstitu lsi No. 15 Tahu ln 2008 telntang Peldoman Belracara dalam 

Pelrsellisihan Hasil Pelmilihan U lmulm delngan melnggulnakan me lkanisme l 
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pelradilan celpat ataul speleldy trial, se lsulai yang te lrcantu lm dalam 

Pelratu lran Mahkamah Konstitulsi No. 15 Tahu ln 2008 yang me lnyatakan 

bahwa: Pelradilan pelrsellisihan hasil Pe lmilulkada belrsifat ce lpat dan 

seldelrhana, selbagai pelradilan tingkat pe lrtama dan te lrakhir yang 

pultu lsannya belrsifat final dan me lngikat. 

c. Melmbelri pultulsan atas pelndapat Delwan Pelrwakilan Rakyat  

Bahwa Prelsideln dan atau l Wakil Prelsideln didu lga tellah 

mellakulkan pellanggaran hu lku lm belrulpa pelnghianatan te lrhadap nelgara, 

korulpsi, pelnyulapan, tindak pidana be lrat lainnya, ataul pelrbulatan telrcella, 

danataul tidak lagi me lmelnulhi syarat se lbagai Prelsideln dan atau l Wakil 

Prelsideln, selbagaimana dimaksu ld dalam UlUlD RI 1945. 

 Salah satul kelwelnangan yang dimiliki olelh Mahkamah Konstitulsi 

yaitul melngatulr telntang melkanismel pelmbelrhelntian Prelsideln dan/ataul Wakil 

Prelsideln yang dikelnal delngan istilah impelachmelnt yang belrasal dari kata 

“impelach” yang artinya adalah melndakwa, melnculrigai, melnuldulh, 

melragu lkan. Telrlibatnya lelmbaga DPR,MPR dan Mahkamah Konstitulsi, 

selkaligu ls dalam prosels impelachmelnt selbagai pihak yang disarankan dalam 

prosels ini, selkaliguls melmbelrikan kandulngan makna pelnye llelnggaraan asas 

chelck and balancel. Pihak lelgislatif (DPR) haruls melnelrima telrlelbih dahullul 

bulkti hulkulm dari pihak yu ldikatif yaitul Mahkamah Konstitulsi yang belrulpa 

bulkti belnar ataul tidaknya dulgaan pellanggaran olelh Prelsideln dan Wakil 

Prelsideln. Selmelntara MPR dibelrikan kelwelnangan ulntulk mellaksanakan 

pultulsan Mahkamah Konstitulsi. 
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B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVII/2020 

1. Identitas Pemohon 

 Yang melngadili pelrkara konstitu lsi pada tingkat pe lrtama dan 

telrakhir, me lnjatulhkan pu ltulsan dalam pelrkara pelnguljian U lndang-Ulndang 

Nomor 35 Tahu ln 2009 telntang Narkotika te lrhadap Ulndang-Ulndang Dasar 

Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945, yang diaju lkan olelh: 

a. Nama : Dwi Pelrtiwi 

Pelkelrjaan : Karyawan Swasta 

Alamat : Gulnulngsari RT/RW 007/021, Candibinangu ln,  Pakelm, 

Kabu lpateln Slelman, DI Yogyakarta. Sellanjultnya dise lbult selbagai 

Pelmohon I; 

b. Nama : Santi Warastulti  

Pelkelrjaan : Melnggulruls Rulmah Tangga 

Alamat : Karangweltan RT 003, RW 030, Telgaltirto, Belrbah, Sle lman, DI 

Yogyakarta. Sellanjultnya dise lbu lt selbagai Pelmohon II; 

c. Nama : Nafiah Mulrhayanti, A.Md. 

Pelkelrjaan : Melnggulruls Rulmah Tangga 

Alamat : Kelbrokan UlH 5/676 RT 019, RW 005, Pandelyan, U lmbu llharjo, 

DI Yogyakarta. Sellanjultnya diselbult selbagai Pelmohon III; 

d. Nama : Pelrkulmpullan Rulmah Celmara 

Alamat : Jalan Gelgelr Kalong Girang Nomor 52, Isola, Ke lcamatan 

Sulkasari, Kota Bandulng, Jawa Barat, diwakili olelh Aditia Taslim, 

belralamat di Jalan Pasir Sulci Nomor RT/RW 001/008, Me lkarjaya, 

Kelcamatan Rancasari, Kota Bandulng, Jawa Barat, selbagai Keltula Badan 
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Pelngu lruls, dan Ridwan Natakulsulma, belralamat di Jalan BBK. H. Tamim 

III Nomor 8 RT/RW 003/013, Padasulka, Kelcamatan Cibelulnying Kidull, 

Kota Bandu lng, Jawa Barat, se lbagai Selkreltaris Badan Pelngulruls. 

Sellanjultnya diselbult selbagai Pelmohon IV; 

e. Nama : Institultel for Criminal Julsticel Relform (ICJR) 

Alamat : Jalan Komplelk Delpartelmeln Kelselhatan Nomor 4, Pasar 

Minggul, Kelcamatan Pasar Minggul, Kota Jakarta Sellatan, Daelrah 

Khu lsuls Ibulkota Jakarta diwakili ole lh Wahyu l Wagiman, belralamat di 

Pulri Pelsona Blok A/1 RT  004 RW 009, Bojong Pondok Telrong, 

Cipayu lng, Delpok, Jawa Barat, selbagai Keltula Badan Pe lngulruls dan 

Anggara, S.H., belralamat di Jalan Anggrelk Bullan II Blok F/13 RT 003 

RW 010 Rawabulntul, Selrpong, Tangelrang Sellatan, Bante ln, selbagai 

Selkreltaris Badan Pelngulruls. Sellanjultnya diselbult  selbagai Pelmohon V: 

f. Nama : Pelrkulmpullan Lelmbaga Bantulan Hulkulm Masyarakat atau l 

Lelmbaga Bantulan HulkulmMasyarakat (LBHM) 

Alamat : Jalan Telbelt Timulr Dalam VI El Nomor 3, Telbelt, Jakarta 

Sellatan,diwakili olelh Ori Rahman, S.H., belralamat di Jalan Moh. Kahfi 

II, GG Radi Nomor 51, RT/RW: 003/005, Kellulrahan Cipeldak, 

Kelcamatan Jagakarsa, Jakarta Se llatan, selbagai Keltula Delwan. 

Sellanjultnya diselbult selbagai Pelmohon VI; 

Yang me lmbelri kulasa kelpada E lrasmuls Abraham Todo Napitulpullul, S.H., 

Maidina Rahmawati, S.H., Iftitahsari, S.H., M.Sc., Gelnovelva Alicia 

Karisa Shelila Maya, S.H., Helrni Aning Su lbandini, S.H., M. Afif Abdull 
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Qoyim, S.H., Ma’rulf, S.H., Aisya Hulmaida, S.H., Dio Ashar 

Wicaksana, S.H., M.A., Maria Isabell Tarigan, S.H., Yosu la Octavian, 

S.H., Domingguls Christian, S.H., Sulbhan Hamonangan Panjaitan, S.H., 

M.H., dan Singgih Tomi Gulmilang, S.H., Advokat/Asisteln Advokat, 

yang te lrgabulng dalam Tim Pelnasihat Hulkulm Narkotika Ulntulk 

Kelselhatan, melmilih domisili hulkulm di kantor Institultel for Criminal 

Julsticel Relform (ICJR) belralamat di Jalan Komple lk Delpartelme ln 

Kelselhatan Nomor 4, Pasar Minggul, Kelcamatan Pasar Minggu l, Kota 

Jakarta Sellatan, Daelrah Khulsuls Ibulkota Jakarta, Indonelsia, belrtindak 

baik se lndiri-selndiri maulpuln belrsama-sama. 

2. Pokok Permohonan 

Pokok Pe lrmohonan yang diaju lkan olelh pelmohon melrulpakan pelnguljian 

konstitulsionalitas pada Pelnjellasan Pasal 6 ayat (1) hu lrulf a yang be lrbulnyi:72 

“Dalam keltelntulan ini yang dimaksuld delngan “Narkotika Golongan I” 

adalah Narkotika yang hanya dapat digulnakan ulntulk tuljulan pelngelmbangan 

ilmul pelngeltahulan dan tidak digu lnakan dalam telrapi, selrta melmpulnyai 

potelnsi sangat tinggi melngakibatkat  keltelrgantu lngan” dan Pasal 8 ayat (1) 

Ulndang-Ulndang Nomor 35  Tahu ln 2009 yang belrbulnyi:73 

“Narkotika Golongan I dilarang digulnakan ulntulk kelpelntingan pe llayanan 

kelselhatan” Para pelmohon dalam hal ini melrasa hak konstitulsional diru lgikan 

atas adanya pelngatulran melngelnai “Narkotika Golongan I” yang tellah 

                                                           
 72 Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

 73 Pasal 8  ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
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dimohonkan pada pokok pelrmohonan diatas. Pelmohon belrdalil bahwa Pasal 

a qulo dianggap Para Pe lmohon belrtelntangan delngan Pasal 28C ayat (1) dan 

Pasal 28H ayat (1) U lUlD NRI Tahu ln 1945 karelna dinilai tellah melrulgikan 

dan mellanggar hak dan/ataul kelwelnangan konstitulsional Para Pelmohon. 

 Para pelmohon dalam hal ini yang diwakili olelh ku lasa hulkulm 

Elrasmu ls Abraham Todo Napitulpullul, dkk pada pelrmohonannya melmiliki 

dan melmbelrikan alasan atas pelngajulan pelnguljian UlUl Narkotika ini. 

Alasan-alasan telrselbult antara lain selbagai belrikult :74 

1. Bahwa dalam UlUl Narkotika tellah jellas dinyatakan me lmiliki fulngsi 

pellayanan kelselhatan, teltapi dibatasi delngan adanya keltelntulan pada 

Pelnjellasan Pasal 6 ayat (1) hu lrulf a dan Pasal 8 ayat (1) yang mellarang 

pelnggu lnaan selpelnulhnya Narkotika Golongan I u lntu lk pellayanan 

kelselhatan. 

2. Pellarangan pelnggulnaan Narkotika Golongan I ulntulk pellayanan 

kelselhatan tellah melngakibatkan tidak dapat dilakulkannya pelnellitian 

narkotika yang telrmasulk dalam golongan I selhingga masyarakat 

Indonelsia tidak bisa melnikmati hasil pelngelmbangan ilmul pelngeltahulan 

dan telknologi selbagaimana yang tellah diatulr dalam konstitulsi. 

3. Melskipuln narkotika golongan I dianggap melmiliki tingkat 

keltelrgantulngan yang sangat tinggi dan belrbahaya, namuln belgitul, 

sellama melmiliki manfaat u lntulk pellayanan kelselhatan, selharulsnya 

                                                           
 74 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm. 80. 
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nelgara melngatulr melngelnai hal telrselbult, bulkan malah mellarang dan 

melmbatasi. 

4. Pelrmohonan ini dimaksuldkan agar nantinya nelgara dapat mellakulkan 

pelmanfaatan, pelnellitian, dan pelngatulran telrhadap narkotika golongan I 

ulntulk pellayanan kelselhatan selbagaimana yang tellah dilakulkan olelh 

nelgara lain. 

Bahwa tuljulan ultama dari pelrmohonan ini adalah ulntulk melndorong jaminan 

atas pellayanan kelselhatan yang dapat dimanfaatkan selcara maksimal olelh 

sellulrulh masyarakat Indonelsia khulsulsnya yang belrdasarkan atas telmulan-

telmulan dari hasil pelngelmbangan ilmul pelngeltahulan dan telknologi. 

3. Pertimbangan Hukum  

Para Pemohon dalam uji materiil terhadap Narkotika Golongan I 

untuk kebutuhan pengobatan dan pelayanan Kesehatan sebagai berikut:75 

1. Selain yang secara tegas diperbolehkan, seperti halnya jenis Narkotika 

Golongan I yang hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. Hal tersebut akan sangat merugikan jika pembatasan 

tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang 

dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak 

generasi bangsa dan bahkan melemahkan ketahanan nasional. 

2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, 

telah ternyata keinginan para pemohon untuk diperbolehkannya jenis 

                                                           
75 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm. 173. 
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Narkotika Golongan I untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau 

terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian 

bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia  

3. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat 

memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita 

penyakit tertentu yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon 

dapat disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis Narkotika 

Golongan I, sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I, Pemohon 

II, dan Pemohon III. Namun, mengingat hal tersebut belum merupakan 

hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah maka 

dengan mengingat efek atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila 

Mahkamah menerima argumentasi para Pemohon a quo. 

4. Bahwa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat 

diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin 

dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 

35/2009, yang menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa 

lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat 

memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah 

mendapatkan izin Menteri. 

5. Melalui putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah 

segera menindaklanjuti Putusan a quo berkenaan dengan pengkajian 
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dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan 

kesehatan dan/atau terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam 

menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya 

perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna 

mengakomodir kebutuhan dimaksud. Sebab, penyerahan kewenangan 

oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang didasarkan karena 

UU 35/2009 a quo tidak hanya mengatur tentang penggolongan jenis 

narkotika tetapi termasuk di dalamnya juga mengatur tentang sanksi-

sanksi pidana. Oleh karena terhadap undang-undang yang di dalamnya 

memuat substansi hal yang berkenaan dengan pemidanaan 

(kriminalisasi/dekriminalisasi), Mahkamah dalam beberapa putusannya 

telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk 

undang-undang (open legal policy)  

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 

tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon 

tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan dalil-dalil dan 

hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak 

relevan. 
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BAB IV 

PENOLAKAN LEGALISASI GANJA UNTUK KEPENTINGAN 

PENGOBATAN PERSPEKTIF MA}SLAH}AH 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan pada 

putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 

Dalam dunia kesehatan narkotika sangat diperlukan karena 

keampuhannya sebagai penghilang rasa nyeri, selain itu sudah ratusan tahun 

yang lalu manusia menggunakannya sebagai obat buang air besar terus-

menerus (mencret) dan obat batuk. Euphoria adalah suatu keadaan yang 

senang berlebihan akibat pengaruh yang timbul akibat mengkonsumsi 

narkotika, diikuti dengan hilangnya rasa nyeri. Namun ada efek samping 

yang ditimbulkan setelah kadar zat narkotika berkurang di dalam tubuh 

yaitu menyebabkan gejala adiksi. Oleh karena itu penemuan obat yang 

khasiatnya seperti narkotika tetapi tidak akan menimbulkan ketagihan, 

walaupun digunakan terus menerus. Obat alami tersebut dapat ditemukan 

pada tanaman ganja (cannabissativa).  

Tanaman ganja yang digunakan dapat berwujud: ganja kering, 

hashis dan minyak hashis yang kesemuanya itu disebut dengan nama lain 

marihuana atau mariyuana. Dari zat kanaboida (canaboid) yang terdapat 

pada tanaman ganja antara lain dapat dikembangkan sebagai obat 

penghilang rasa mual dan muntahmuntah dan juga terdapat kandungan pada 
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tanaman ganaja yang dikenal sebagai THC (delta-9-tetrahydrocannabino).76 

Ganja juga sering dikenal sebagai zat yang bisa menambah nafsu makan, 

dan bisa juga berfungsi sebagai pengganti opium atau candu pada zaman 

kolonial, daun ganja biasanya digunakan dengan dicampur dan dipakai 

bersama tembakau, ganja juga dapat dicincang lalu kemudian direndam 

dalam air, lalu dikeringkan dan dilinting atau digulung dengan 

menggunakan daun nipam layaknya sebuah rokok. Akar ganja dapat 

digunakan untuk mengobati penyakit kelamin gonorrhea (kencing nanah), 

sementara bagian daunnya kadang diseduh dengan menggunakan daun teh 

dan dapat digunakan untuk mengurangi gejala asma, nyeri dada pleuritik 

dan sekresi empedu.77 Penggunaan ganja dalam pengobatan beberapa 

penyakit memang bermanfaat, namun pada sisi lain dapat dikatakan 

melanggar hukum dan efek samping yang ditimbulkan dalam penggunaan 

ganja tersebut sampai sekarang masih diperdebatkan, termasuk larangan 

penggunaan ganja pengobatan di Indonesia. 

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal undang-

undang memiliki fungsi peradilan secara umum untuk menegakkan hukum 

dan keadilan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah 

Konstitusi sebagai tempat pengujian undang-undang bagi masyarakat yang 

merasa hak konstitusionalnya dirugikan harus mempertimbangkan nilai 

                                                           
 76 Andi Hamzah dan RM Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1994) hlm. 8. 

 77 Andi Hamzah dan RM Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1994) hlm. 8. 
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keadilan. Dalam proses pengujian sebuah undang-undang diletakkan 

pandangan judicial activism, sebuah padangan mengenai bagaimana 

seorang hakim memaknai konstitusi atau cara hakim dalam melakukan 

penemuan hukum. Sebagaimana sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi 

yang telah diputus dengan nomor putusan 106/PUU-XVIII/2020. Dalam 

sebuah putusan Mahkamah Konstitusi sudah pasti menghadirkan 

pertimbangan yang menjadi landasan dalam memutuskan sebuah perkara. 

Begitupun dengan Putusan MK 106/PUU-XVIII/2020 yang di dalamnya 

memuat pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis pertimbangan 

hakim MK yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh 6 (enam) pemohon. Pemohon tersebut 

masing-masing terdiri dari 3 (tiga) ibu yang mewakili anaknya mengajukan 

diri sebagai warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya 

dirugikan (Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, Nafiah Murhayanti, S.Md) dan 

terdapat 3 (tiga) pemohon yang mengajukan diri sebagai badan hukum 

privat (Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform  

(ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). Secara 

keseluruhan dalam pemeriksaan legal standing, 6 (enam) pemohon yang 

mengajukan diri sebagai pemohon pada pengujian tersebut dinyatakan telah 

memenuhi syarat legal standing dan memiliki hak serta kepentingan dalam 



85 
 

 
 

pengajuan permohonan. Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa 

kepada Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk, Advokat yang tergabung 

dalam kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), untuk 

selanjutnya disebut Para Pemohon. 

Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan 

pengujian konstitusionalitas pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang 

berbunyi :78 

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” 

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkat ketergantungan” 

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

yang berbunyi:79 

2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan” Para pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusional 

dirugikan atas adanya pengaturan mengenai “Narkotika Golongan I” 

yang telah dimohonkan pada pokok permohonan diatas. Pemohon 

berdalil bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan 

dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 

                                                           
78 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 
79 Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 

kewenangan konstitusional Para Pemohon. 

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 106/PUU-

XVIII/2020 Pada petitumnya pemohon memohon agar hakim Mahkamah 

Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang 

diajukan pemohon, menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat 

(1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, hakim Mahkamah 

Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut 

berdasarkan menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan 

Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan 

a quo, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum 

untuk mengajukan permohonan a quo, dan Pokok permohonan para 

Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

 Pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 dan pada hari Kamis, tanggal 

14 Juli 2022, hakim Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan 

mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan pada 

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 

tanggal 20 Juli 2022. 
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 Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan 

pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya 

bahwa :80 

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat 

diterima. 

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim serta 

dibacakan pada Sidang Pleno oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar 

Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny 

Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief 

Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai 

Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan 

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

 Dalam memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan 

terhadap UUD 1945 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan-

pertimbangan yang kuat dan meyakinkan. Pada putusan perkara Nomor 

106/PUU-XVIII/2020 hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan 

berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pengujian perkara tersebut. 

Menjadi penting bahwa pertimbangan yang kuat dan meyakinkan akan 

membuat suatu putusan dapat diterima. 

                                                           
 80 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm 182. 
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 Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan 

dalam amar putusannya hakim Mahkamah Konstitusi menolak 

permohonan pemohon seuruhnya dan menyatakan bahwa permohonan 

pemohon V dan VI tidak dapat diterima karena kedudukan legal standing. 

Dalam pertimbangan hakim dijelaskan Mahkamah Konstitusi secara 

peraturan perundang-undangan berhak mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir, oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

permohonan para pemohon. 

 Dalam pertimbangan kedudukan legal standing hakim Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan 

Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 

Pemohon dalam Permohonan a quo, karena Pemohon I, Pemohon II, 

Pemohon III, dan Pemohon IV dapat menguraikan secara spesifik 

kedudukan hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan 

sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional 

dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Anggapan 

kerugian hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I-IV, bersifat 

faktual atau potensial yang apabila permohonannya dikabulkan maka 

anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Namun 

sementara itu Pemohon V dan Pemohon VI menurut Mahkamah Konstitusi 

tidak dapat meyakinkan bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya 

memiliki hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 
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ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi 

tidak dapat diberikan hak hukumnya dalam pengujian Permohonan a quo. 

 Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan menolak permohonan 

pemohon untuk seluruhnya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang 

antara lain adalah atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, 

keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli 

Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan 

Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden 

sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara. Hakim Mahkamah 

Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para 

Pemohon. Keseluruhan pertimbangan tersebut akan dijelaskan dengan poin 

penjelasan sebagi berikut :81 

1. Dalil yang menyatakan bahwa narkotika jenis tertentu dapat digunakan 

untuk bahan pengobatan pengobatan menurut hakim Mahkamah 

Konstitusi berkaitan dengan pemanfaatan narkotika, disatu sisi 

narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain narkotika jenis 

tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi 

pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau 

digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 

                                                           
 81 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hlm. 88. 
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saksama. Apabila hal tersebut disalahgunakan akan berakibat fatal dan 

dapat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada 

akhirnya merusak generasi bangsa. 

2. Dalil yang menyatakan bahwa pemanfaatan narkotika secara sah dan 

diakui hukum bagi pelayanan kesehatan di berbagai negara. Tetapi 

fakta hukum tersebut tidak serta-merta hal tersebut dapat dijadikan 

ukuran bahwa semua jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk 

pelayanan kesehatan yang dapat diterima semua negara. Karena 

perbedaan karakteristek jenis narkotika, struktur dan budaya hukum, 

serta sarana dan prasarana yang menunjang. Oleh karena itu hakim 

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia belum siap 

menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah 

melegalkan pemanfaatan ganja. 

3. Dalil Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika menurut Mahkamah Konstitusi pengelompokkan tiga 

golongan tersebut merupakan yang hal penting dilakukan karena efek 

yang ditimbulakn berbeda, demikian juga akibat hukum yang terjadi 

jika ada penyalahgunaan pemanfaatan narkotika dapat menimbulkan 

bahaya yang berupa ancaman jiwa atau bahaya mengenai kehidupan 

yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis 

golongan narkotika tersebut tetap dipertahankan. Pasal tersebut 

menurut Mahkamah Konstitusi tetap konstitusional dan berlaku. Pasal 
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tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H 

ayat (1) UUD 1945 karena telah memberikan hak konstitusional kepada 

para Pemohon. 

4. Dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 

8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 

menurut hakim Mahkamah Konstitusi penilaian konstitusionalitas 

keberlakuan norma Pasal a quotidak dapat dipisahkan dengan ketentuan 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh 

Mahkamah. Maka dari itu Mahkamah berpendapat pertimbangan 

hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam 

mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan 

demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian PenjelasanPasal 6 

ayat (1) huruf a adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi 

yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus 

dinyatakan konstitusional. 

5. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menyatakan 

belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat 

komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum 

adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif 

tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit dipertimbangkan dan 
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dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik 

secara pengobatan, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

Secara garis besar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi 

dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan fakta-

fakta yang ada pada persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan I 

menurut fakta persidangan tidak pernah ada bukti ilmiahnya dan tidak 

pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia. Pelarangan 

pemanfaatan narkotika golongan I didasarkan pada konvensi tunggal 

tentang narkotika pada tahun 1961. Begitupun inkonstitusional pada 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan 

karena para Pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat 

pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu 

hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan 

tetap berlaku mengikat. 

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang 

mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. 

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan 

masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung 

hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan 

itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan 

masyarakat.82 

                                                           
82 Dwi Tatak Subagiyo, Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-undang Jaminan 

Fidusia, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2020), hlm. 62. 
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Kemudian dalam Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang putusannya yaitu hakim 

menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, telah sesuai dengan 

perspektif hukum progresif. Hal ini dikarenakan bahwa hukum progresif 

tidak serta merta membolehkan semua tindakan mendobrak hukum tanpa 

mengetahui batasan-batasan yang ada terkait dengan kewenangan hakim 

dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya. Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut bersifat final, maka setiap keputusan yang telah dibuat 

oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu 

perkara pada tingkat manapun, termasuk kepada Mahkamah Agung. 

Meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sama untuk 

menguji undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi telah 

memberitahu kepada Mahkamah Agung atas adanya pengujian undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka Mahkamah 

Agung tidak dapat melakukan pengujian yang berkaitan dengan perkara 

yang diberitahukan Oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila pengujian 

dibawah undang-undang tersebut, sedang dalam tahapan pemeriksaan 

maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara 

tersebut. 

Dengan adanya putusan tersebut maka terciptanya kepastian hukum. 

Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan 

perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang 

sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada 
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negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan 

kepastian hukum dengan negara.83  

Putusan MK terebut telah memberikan kepastian hukum 

bahwasannya pemanfaatan narkotika golongan I tetap dilarang 

pemanfaatanya sebagai pelayanan kesehatan. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

masih tetap berlaku dan memiliki keuatan hukum mengikat sejak 

diucapkannya putusan tersebut dihadapan sidang terbuka MK. Seluruh 

masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. 

Penggunaan narkotika golongan I bagi pelayanan kesehatan tetap dilarang 

di Indonesia. Narkotika golongan I hanya boleh dimanfaatkan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Masyarakat umum 

seperti ibu Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti yang 

ingin memanfaatkan narkotika golongan I untuk pengobatan anak mereka 

pada akhirnya tetap tidak boleh melakukan hal tersebut. 

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah Konstitusi menegaskan 

kepada pemerintah agar menindaklanjuti putusan tersebut berkenaan 

dengan melakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah selanjutnya 

hasil pengkajian tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan 

pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I. Dikarenakan, sebagai lembaga 

                                                           
83 Fernando Manulang, Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum, (Jakarta: PrenadaMedia 

Group, 2016), hlm. 2. 
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kekuasaan kehakiman tentunya Mahkamah Konstitusi harus 

mengedepankan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh golongan agar 

dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat. 

B. Analisis Tinjauan Ma}slah}ah terhadap penolakan legalisasi ganja untuk 

kepentingan pengobatan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

106/PUU-XVIII/2020 

Selanjutnya penulis akan menjelaskan penolakan legalisasi ganja 

pada putusan nomor 106/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari ma}slah}ah. Dalam 

ma}slah}ah terdapat dua sifat kandungan yaitu mas{lah}ah ‘ammah yang 

merupakan kemaslahatan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat 

manusia. Kedua, Mas}lah}ah kh}a>s} yang merupakan kemaslahatan individual. 

Kemudian Penulis akan menganalisis mengenai putusan penolakan 

legalisasi ganja yang berkaitan dengan kedua ma}slah}ah tersebut. 

Sebelum mambahas tentang penolakan legalisasi ganja, dapat dilihat 

bahwa penggunaan ganja untuk pengobatan pengobatan sudah dilakukan 

oleh banyak negara dan hal itu merupakan ma}slah}ah  yang nyata karena 

sudah dapat dipastikan kebenarannya. Selanjutnya ganja di sebut juga dalam 

narkotika golongan I.  

Haramnya narkotika ini telah disepakati oleh ahli-ahli fiqh dan 

dikenal dengan nama al-khobais (yang buruk, jelek) beberapa pendapat para 

ulama mengenai narkotika (khomar), di antaranya adalah :   
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1. Syeikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berkata, ganja statusnya najis dan 

hukumnya haram baik yang merasakan itu mabuk atau tidak.84 

2. Umar bin Khathathab mengatakan, khomar adalah sesuatu yang 

menjadikan akal seseorang tertutup.85 

Ma}slah}ah kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti 

mencari yang benar. Esensi ma}slah}ah adalah terciptanya kebaikan dan 

kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang 

dapat merusak kehidupan umum. Kata al-ma}slah}ah menunjukan pengertian 

tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan 

kata dari kata al-ma}slah}ah adalah kata al-mafsadah, yaitu sesuatu yang 

banyak keburukannya. Jadi arti asli ma}slah}ah ialah menarik manfaat atau 

menolak mudharat. 

Menurut Imam al-Ghazali Al-Ma}slah}ah dalam pengertian awalnya 

adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang 

menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, 

karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah 

merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau 

kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan 

tetapi yang kami maksudkan dengan al-ma}slah}ah adalah menjaga atau 

memelihara tujuan syara’, adapun tujuan syara’ yang berhubungan dengan 

                                                           
 84 Yusuf Qardawi, Halal Haram dalam Islam, alih bahasa H. Mu’ammal Hamidi (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1980), hlm. 101. 

 85 Saleh al-Hauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), hlm. 841. 
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makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) 

terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan 

mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau 

mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-ma}slah}ah 

dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah 

mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok 

dasar) adalah al-ma}slah}ah. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa, 

pemeliharaan tujuan (maqa>s}id) syara’ yang dimaksud, yakni agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta.86 

Kaidah fiqh maslahah adalah kaidah yang menjelaskan bahwa 

tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di 

dunia dan di akhirat. Maslahah adalah kepentingan atau manfaat yang dijaga 

dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, 

mafsadah adalah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Berikut 

ini adalah beberapa kaidah fiqh maslahah: 

a. Syari'at diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia 

dan di akhirat.  

b. Maslahah mursalah adalah kepentingan yang tidak terbatas, tidak 

terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas.  

c. Maslahah mursalah harus benar-benar merupakan maslahah yang 

bersifat fikiran, melahirkan kemaslahatan, dan menolak kemadharatan.  

                                                           
 86 Safriadi, maqasid al-syariah mashlahah, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 56. 



98 
 

 
 

d. Maslahah mursalah harus dapat melahirkan kemaslahatan bagi 

kebanyakan umat manusia, bukan untuk kepentingan perorangan. 

Kaidah ushuliyah maslahah adalah kaidah yang menjelaskan bahwa 

syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat. Maslahah adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena 

mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Maslahah juga sejalan 

dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Kaidah ushuliyah adalah 

pedoman untuk menggali dalil syariat. Contoh maslahah dalam ushul fiqih 

adalah: 

a. Maslahah ad-daruriyyât, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta.  

b. Maslahah mursalah, yaitu kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, 

atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Contoh kaidah 

ushuliyah lainnya: 

c. Al-amru, yaitu kaidah yang menjelaskan bentuk perintah-perintah yang 

terdapat pada Al-Qur'an.  

d. Al-Yaqin la yuzal bi al-syak, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa 

sesuatu yang yakin tidak dapat menghapus yang ragu-ragu. 

Dilihat dari kaidah fiqh dan kaidah ushuliyah mengenai penolakan 

legalisasi ganja yang terdapat pada putusan sudah sejalan dimana 

mahkamah konstitusi mengutamakan kemaslahatan di dunia akhirat bagi 

orang banyak serta kepentingan atau manfaat untuk memelihara agama, 
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jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun fakta hukum telah ditetapkan, 

banyak orang menderita penyakit tertentu dengan gejala yang dapat diobati 

dengan Narkotika tertentu, namun apabila disalahgunakan dapat memiliki 

efek negatif pada orang ataupun masyarakat terutama generasi bangsa. 

Ketidaksiapan mengenai fasilitas penelitian juga menyangkut sistem hukum 

dan norma-norma sosial, dimana fasilitas yang diperlukan mungkin tidak 

sepenuhnya tersedia. 

Kemudian menurut Muhammad Thahir Ibn’ Asyur maqa>s}id al-

‘ammah terdapat empat syarat yaitu; Pertama, bersifat tetap. Kedua, jelas, 

yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti 

seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. 

Ketiga, terukur, yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti 

menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika 

mabuk. Keempat, otentik, yaitu jika suatu tujuan syara’ tidak diperdebatkan 

karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan 

dalam pergaulan suami istri.87 

Kemudian menurut Ibnu Asyur membagi maqasid syariah menjadi 

dua bagian yaitu maqa>s}id al-‘ammah dan maqa>s}id al-kha>sah. Selanjutnya ia 

menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqa>s}id yaitu dengan 

fitrah, ma}slah}ah, dan ta’lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori 

maqasid dengan tiga cara yaitu melalui  istiqra’  (induksi), dan membedakan 

                                                           
 87 Muhammad ‘Ali, Muhammad ‘Abd, Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh al 

Islamiy, (Kairo: Dar al Hadith, 2007), hlm. 233. 
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antara wasail dan maqa>s}id. Tujuan umum (maqa>s}id al-‘ammah) syariah dari 

seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu 

hukum.88 Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk 

mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan 

menyerahkan segala urusan kepadanya. Setiap hukum baik berupa perintah 

maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada 

Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan 

menghilangkan kesulitan, menjaga keteraturan umat, dan melestarikan 

kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan 

kebaikan lingkungan sekitarnya. 

Kemudian mengenai penolakan legalisasi ganja terhadap Ma}slah}ah 

‘a>mmah dapat dikatakan sesuatu yang mengandung nilai manfaat dinilai 

dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat (bahaya) yang 

terkandung di dalam, baik yang dihasilkan untuk mendapat manfaat maupun 

menghindari kerusakan. Ma}slah}ah ‘a>mmah harus selaras dengan tujuan 

syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (al-ushu>l 

al-khamsah), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan 

jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan 

keturunan, dan keselamatan hak milik.  

Penolakan putusan yang dilakakan mahkamah konstitusi dilihat dari 

Ma}slah}ah ‘ammah tidak boleh dikorbankan daripada kepentingan umum 

                                                           
 88 Muhammad ‘Ali, Muhammad ‘Abd, Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh 

al Islamiy, (Kairo: Dar al Hadith, 2007), hlm. 117. 
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lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. Kemudian dari segi prinsip-

prinsipnya, kemaslahatan umum (ma}slah}ah ‘ammah) dirumuskan atas dasar 

prinsip demokrasi serta mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip 

kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agama dalam bentuk bahasa 

sekaligus menurut argumentasi masyarakat, kemudian dapat 

memperhatikan beberapa persyaratan sesuai lembaga perwakilan, hal itu 

sebagai berikut: kemaslahatan umum (ma}slah}ah ‘ammah) diaspirasikan dari 

segenap rakyat, pengurus lembaga perwakilan di dalamnya sesuai pilihan 

atau persetujuan rakyat, segala keputusan yang dimusyawarahkan bebas 

dari tekanan pihak manapun. Setiap kebijakan atau undang-undang 

kemaslahatan harus dijadikan pedoman oleh pemerintah sebagai pelaksana 

secara jujur dan konsekuen, kemaslahatan harus didukung positif oleh 

rakyat dan dikontrol secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan 

rakyat sebagai dewan perumus (legislatif), dewan pelaksana (eksekutif), dan 

dewan penegak hukum (judikatif).  Oleh karena itu, ini harus menjadi acuan 

bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ma}slah}ah ‘a>mmah ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip 

keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum. 

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 

penolakan legalisasi ganja pengobatan sudah sesuai dengan ma}slah}ah 

‘ammah dan ma}slah}ah kha>sah yaitu dengan ditolaknya putusan tersebut 

mendatangkan kemanfaatan secara umum atau secara mayoritas dan 

melindungi hak orang yang tidak bisa melindungi haknya serta di sisi lain 
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diwajibkan dalam menjaga jiwa. Semangat yang terkandung dalam 

Narkotika jenis tertentu merupakan zat atau obat yang diperlukan dan 

dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila 

disalahgunakan atau digunakan dengan cara yang tidak standar dapat 

memiliki efek negatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

106/PUU-XVIII/2020 yang pada putusannya hakim menolak 

permohonan para pemohon untuk seluruhnya dimana pemohon V dan VI 

tidak berkedudukan legal standing, telah sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa ganja 

merupakan jenis Narkotika yang termasulk dalam golongan I dan dilarang 

digunakan dalam pellayanan keselhatan. Olelh karena itu, penggunaan 

ganja pengobatan tidak dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I memiliki sanksi 

pidana dimana apabila Mahkamah Konstitusi menerima uji materiil 

tersebut. Penjelasan Umum Undang-undang Narkotika yang dikatakan 

Mahkamah Konstitusi yaitu semangat yang terkandung dalam Narkotika 

jenis tertentu merupakan zat atau obat yang diperlukan dan dimanfaatkan 

untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau 

digunakan delngan cara yang tidak standar dapat memiliki efelk negatif 

pada orang atau Masyarakat. Sellain apa yang telah ditetapkan secara 

hukum hakim juga mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I 

dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah 

berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan 
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I, Pertimbangan lain hakim mahkamah konstitusi tidak bisa menerima uji 

materiil tersebut dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang.  

Selain itu, Narkotika Golongan I termasulk dalam kategori obat dengan 

pengarulh ketergantungan yang sangat tinggi. Olelh karena itu terlepas 

dari potensi urgensinya, penggunaan Narkotika Golongan I di Indonesia 

perlu adanya evaluasi. 

2. Mahkamah Konstitusi terhadap penolakan legalisasi ganja pengobatan 

sudah sesuai dengan ma}slah}ah ‘ammah dan ma}slah}ah kha>sah, dimana 

memberikan manfaat secara umum atau secara mayoritas dan melindungi 

hak orang yang tidak bisa melindungi haknya serta di sisi lain diwajibkan 

dalam menjaga jiwa. Meskipun fakta hukum tellah ditetapkan, banyak 

orang menderita penyakit tertentu dengan gejala yang dapat diobati 

dengan Narkotika tertentu, tetapi hal tersebut tidak secara langsung 

berbanding lurus dengan konsekuensi yang ditimbulkan apabila tidak ada 

kesiapan, terutama ketika menyangkult sistem hulkum dan norma-norma 

sosial, dimana infrastruktur dan fasilitas yang diperlulkan mungkin tidak 

sepenulhnya tersedia. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum 

mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, 

golongan, warna kulit dan bertentangan dengan syari’at Islam. 

B. Saran-saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis mengenai Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang legalisasi 

ganja untuk kepentingan pengobatan. Maka dengan ini penulis memberikan 
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saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan topik kepenulisan guna 

memajukan kualitas penegak hukum di Indonesia, diantaranya: 

1. Pemerintah segera melakukan pengkajian secara khusus mengenai 

penggunaan ganja untuk kepentingan pengobatan. Hal ini penting 

mengingat semakin banyaknya aspirasi masyarakat berkenaan dengan 

kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan 

kemanusiaan. mendorong pemerintah untuk segera melakukan 

pengkajian dalam upaya penyelesaian dan kejelasan penggunaan ganja, 

sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat 

persoalan narkotika merupakan masalah transnasional, sehingga aspek 

hukum perlu diutamakan. 

2. Dengan hasil pengkajian dan penelitian jika ternyata jenis Narkotika 

Golongan I yaitu ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan 

pengobatan atau terapi dan diperlukannya peraturan-peraturan 

pelaksana, oleh karena itu pemerintah bersama-sama dengan para 

pemangku kepentingan harus mengatur secara detail tentang antisipasi 

kemungkinan penyalahgunaan jenis narkotika Golongan I. 
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PUTUSAN 

Nomor 106/PUU-XVIII/2020 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 

 

1. Nama : Dwi Pertiwi 

 Pekerjaan : Karyawan Swasta 

 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia 

 Alamat : Gunungsari RT/RW 007/021, 

   Candibinangun, Pakem, Kabupaten 

   Sleman, DI Yogyakarta 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon I; 

2. Nama : Santi Warastuti 

 Pekerjaan : Menggurus Rumah Tangga 

 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia 

 Alamat : Karangwetan RT 003, RW 030, 

Tegaltirto, Berbah, Sleman, 

DI Yogyakarta 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon II; 

3. Nama : Nafiah Murhayanti, A.Md. 

 Pekerjaan : Menggurus Rumah Tangga 

 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia 

 Alamat : Kebrokan UH 5/676 RT 019, RW 

005, Pandeyan, Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta, DI Yogyakarta 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon III; 

4. Nama : Perkumpulan Rumah Cemara 
 
 

SALINAN 
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 Alamat : Jalan Geger Kalong Girang Nomor 

52, Isola, Kecamatan Sukasari, 

Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili 

oleh Aditia Taslim, beralamat di 

Jalan Pasir Suci Nomor 7 RT/RW 

001/008, Mekarjaya, Kecamatan 

Rancasari, Kota Bandung, Jawa 

Barat, sebagai Ketua Badan 

Pengurus, dan Ridwan 

Natakusuma, beralamat di Jalan 

BBK. H. Tamim III Nomor 8 RT/RW 

003/013, Padasuka, Kecamatan 

Cibeunying Kidul, Kota Bandung, 

Jawa  Barat,  sebagai  Sekretaris 

Badan Pengurus 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon IV; 

5. Nama : Institute for Criminal Justice 

Reform (ICJR) 

 Alamat : Jalan Komplek Departemen 

Kesehatan Nomor 4, Pasar Minggu, 

Kecamatan Pasar Minggu, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta diwakili oleh Wahyu 

Wagiman, beralamat di Puri Pesona 

Blok A/1 RT 004 RW 009, Bojong 

Pondok Terong, Cipayung, Depok, 

Jawa Barat, sebagai Ketua Badan 

Pengurus dan Anggara, S.H., 

beralamat di Jalan Anggrek Bulan II 

Blok  F/13  RT  003  RW  010 

Rawabuntu, Serpong, Tangerang 

Selatan, Banten, sebagai Sekretaris 

Badan Pengurus. 
 
 

 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon V; 
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6. Nama : Perkumpulan Lembaga Bantuan 

Hukum Masyarakat atau 

Lembaga   Bantuan   Hukum 

Masyarakat (LBHM) 

 Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI E 

Nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan, 

diwakili oleh Ori Rahman, S.H., 

beralamat di Jalan Moh. Kahfi II, GG 

Radi Nomor 51, RT/RW: 003/005, 

Kelurahan Cipedak, Kecamatan 

Jagakarsa,  Jakarta  Selatan, 

sebagai Ketua Dewan. 

 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Pemohon VI; 

 
 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Maret 2020, 16 

Maret 2020, 22 September 2020, dan 29 September 2020 diwakili oleh Erasmus 

Abraham Todo Napitupulu, S.H., Maidina Rahmawati, S.H., Iftitahsari, S.H., 

M.Sc., Genoveva Alicia Karisa Sheila Maya, S.H., Herni Aning Subandini, S.H., 

M. Afif Abdul Qoyim, S.H., Ma’ruf, S.H., Aisya Humaida, S.H., Dio Ashar 

Wicaksana, S.H., M.A., Maria Isabel Tarigan, S.H., Yosua Octavian, S.H., 

Dominggus Christian, S.H., Subhan Hamonangan Panjaitan, S.H., M.H., dan 

Singgih Tomi Gumilang, S.H., Advokat/Asisten Advokat, yang tergabung dalam 

Tim Penasihat Hukum Narkotika Untuk Kesehatan, memilih domisili hukum di 

kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) beralamat di Jalan Komplek 

Departemen Kesehatan Nomor 4, Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota 

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, bertindak baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama. 

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------- 

para Pemohon; 
 

[1.2] Membaca permohonan para 

Pemohon; Mendengar keterangan 

para Pemohon; 

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
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Mendengar dan membaca keterangan Presiden; 

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon; 

Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden; 

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; 

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 

DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 

bertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 19 November 2020 

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 239/PAN.MK/2020 dan 

telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 

tanggal 23 November 2020 dengan Nomor 106/PUU-XVIII/2020, yang telah 

diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020, pada 

pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

 
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman 

yang baru dibentuk sebagai hasil dari proses transisi politik dari otoritarian ke 

demokrasi berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 

1945”) khususnya pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 

2. Bahwa pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi tertuang dalam UUD 1945 

khususnya Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C, yang 

kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan 

Kehakiman”), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”),  
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dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan”); 

3. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum”; 

4. Bahwa kemudian Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga 

menegaskan bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;” 

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juga menyatakan: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;” 

5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

mengatur sebagai berikut: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Sebagai 

lembaga yang bertugas khusus untuk mengawal konstitusi (the guardian of 

constitution), MK dapat membatalkan keberadaan Undang-Undang secara 

menyeluruh ataupun per pasalnya yang isi atau proses terbentuknya 

bertentangan dengan konstitusi; 

6. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian 

konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Rapublik Indonesia Nomor 5062] (selanjutnya disebut sebagai “UU 

Narkotika”); 
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7. Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah 

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan 

ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi 

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. 

8. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Narkotika Golongan I dilarang 

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”; 

9. Bahwa para Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28H 

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia.” 

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan.” 

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka para 

Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 

memeriksa dan memutus Permohonan Uji Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 

6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika ini; 

Alasan-Alasan Permohonan 

11. Bahwa meskipun UU Narkotika telah dengan jelas menyatakan bahwa 

Narkotika memiliki fungsi untuk pelayanan kesehatan, namun ternyata hal 

tersebut dibatasi dengan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf 

a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang melarang penggunaan sepenuhnya 

narkotika termasuk Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan; 

 

 

 

 



7 
 

 

 

12. Bahwa pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan 

kesehatan, juga telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian 

terkait narkotika-narkotika dalam Golongan I untuk tujuan pelayanan 

kesehatan tersebut sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia juga tidak 

dapat menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagaimana diatur dalam konstitusi negara dan yang juga telah berkembang 

di berbagai negara di dunia; 

13. Bahwa meskipun narkotika golongan I merupakan narkotika yang dianggap 

memiliki tingkat ketergantungan sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu, 

selama terdapat manfaat untuk pelayanan Kesehatan, maka negara harusnya 

mengatur, bukan melarang atau membatasi, bahwa dengan melarang dan 

membatasi, maka upaya untuk melakukan penelitian dan mengetahui apakah 

dalam narkotika golongan I terdapat kandungan yang dapat dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan dan pemenuhan hak warga negara menjadi tidak dapat 

dilakukan; 

14. Bahwa permohonan ini dimaksudkan agar nantinya negara dapat melakukan 

pemanfaatan, penelitian dan pengaturan terhadap Narkotika Golongan I untuk 

pelayanan Kesehatan, sebagaimana juga telah dilakukan dan diakui di 

berbagai negara di dunia; 

15. Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan 

atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 

seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan pada temuan-

temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

16. Bahwa Permohonan para Pemohon untuk Uji Konstitusionalitas Penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dilandasi dengan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

PETITUM 

 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan 

memberikan putusan sebagai berikut: 
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11. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-

undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 

12. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia 

Nomor 5062] bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini 

yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan 

kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan.”; 

13. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5062] 

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

KETENTUAN UU NARKOTIKA YANG DIMOHONKAN

 PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 

Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian 

materiil terhadap UU Narkotika sebagai berikut: 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika 

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” 
adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan” 
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Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika 

“Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan” 

 
Ketentuan UU a quo dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 yang berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 28C ayat (1) 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia.” 

 
Pasal 28H ayat (1): 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan.” 

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak 

dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh 

berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo sebagaimana dikemukakan dalam 

permohonannya yang pada intinya sebagai berikut: 

a. Bahwa Pemohon I merupakan seorang ibu dari seorang anak yang telah 

berpulang pada tanggal 26 Desember 2020 karena menderita penyakit 

cerebral palsy, yakni lumpuh otak dan ingin memberikan upaya pengobatan 

dengan memberikan pengobatan berupa cannabis oil (minyak ganja) 

kepada anaknya saat masih mengidap penyakit tersebut. Selanjutnya, 

Pemohon II dan III merupakan ibu dari anak-anak yang mengidap penyakit 

kelainan otak dan saraf dan ingin memberikan upaya pengobatan dengan 

memberikan pengobatan berupa cannabis oil (minyak ganja) berdasarkan 

informasi yang didapatkan dari Pemohon I, namun Pemohon I – Pemohon 

III tidak dapat memberikan pengobatan dengan cannabis oil (minyak ganja) 

kepada anaknya karena adanya ketentuan larangan penggunaan Narkotika 

Golongan I untuk pelayanan kesehatan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Pemohon I-III merasa 

telah dirugikan hak dan/atau konstitusionalnya (vide Perbaikan 

Permohonan hal. 6-16). 
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b. Bahwa Pemohon IV – Pemohon VI yang merupakan Badan Hukum Privat 

merasa memiliki kepentingan atas permohonan pengujian pasal-pasal a 

quo karena Pemohon IV – Pemohon VI melaksanakan kegiatan-kegiatan 

dalam bidang sosial dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya 

sistem peradilan pidana, melaksanakan kegiatan penanggulangan 

AIDS dan pengendalian NAPZA, serta memiliki kepentingan kontribusi untuk 

mewujudkan reformasi kebijakan narkotika agar lebih berkeadilan dan menjunjung 

tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang, terutama orang yang menggunakan 

narkotika untuk kepentingan pengobatan terhadap dirinya (vide Perbaikan 

Permohonan hal. 16-19). 

Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-

Undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud 

dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang dapat digunakan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan 

dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan”. 

3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

POKOK PEMOHONAN PARA PEMOHON 

Para Pemohon menguji ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: 
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Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a: 

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ 
adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. 

 
Pasal 8 ayat (1): 

 
“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan”. 

 
dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H 

ayat (1) UUDN RI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28C ayat (1): 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 

Pasal 28H ayat (1): 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan.” 

Adapun pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: 

1. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika 

mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 

1945: 

a. Menurut Pemohon berdasarkan hasil penelitian di berbagai negara telah 

terbukti secara klinis narkotika Golongan I digunakan untuk pengobatan. 

Setidaknya di 40 negara di dunia Narkotika Golongan I (seperti tanaman 

ganja maupun turunan zat-zatnya seperti Cannabidiol (CBD) telah 

digunakan secara sah diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan 

Kesehatan. 

b. Walaupun terbukti secara klinis bermanfaat untuk mengobati penyakit 

tertentu dan telah diadopsi di berbagai negara di dunia namun tidak 

dapat dimanfaatkan oleh para Pemohon sebagai bagian dari pelayanan 

Kesehatan yang merupakan hak konstitusional dari para Pemohon. 

Namun berdasarkan ketentuan pasal UU a quo bahan obat-obatan yang  
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mengandung narkotika Golongan I tidak dapat digunakan dalam seluruh 

kegiatan yang merujuk pada jenis-jenis pelayanan kesehatan termasuk 

di dalamnya yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan 

preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan 

rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional; 

c. Bahwa ketika negara dapat menjamin akses yang sah terhadap zat-zat 

dari kandungan narkotika Golongan I yang terbukti berkhasiat untuk 

pengobatan, maka negara juga dapat membuat kebijakan terkait 

pedoman penggunaannya baik untuk kepentingan kesehatan maupun 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang aman dan sah, 

sehingga dapat menurunkan risiko bahaya penyalahgunaannya. Akan 

tetapi, Indonesia dalam hal ini tidak dapat menerapkan kebijakan 

tersebut karena Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika melarang penggunaan 

zat-zat tersebut untuk kepentingan kesehatan. Padahal, di samping 

melakukan misi pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan, 

negara juga harus tetap memperhatikan kepentingan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat secara luas yang di satu sisi juga berhak 

untuk mendapatkan pengobatan yang bertujuan antara lain untuk 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan 

pengendalian penyakit; 

d. Bahwa mengenai mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan, 

pada dasarnya negara dapat menerapkan sistem pengaturan seperti 

pada obat-obatan lainnya yang diatur oleh negara, bukan malah 

langsung menutup kemungkinan penggunaan salah satu golongan 

narkotika untuk kepentingan kesehatan; 

2. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah 

mengakibatkan hilangnya hak para pemohon untuk mendapatkan manfaat 

dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat 

kesehatan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat 

(1) UUD 1945. 
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a. Bahwa Konvensi 1961 tidak pernah melarang secara keseluruhan 

penggunaan narkotika Golongan I, pemanfaatannya hanya untuk 

alasan medis/pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sejalan 

dengan Konvensi 1961, UU Narkotika telah menyebutkan pentingnya 

pemanfaatan narkotika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pertama, dalam bagian pertimbangan UU Narkotika yaitu 

huruf c disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau 

bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, Pasal 4 huruf 

a UU Narkotika menyebutkan bahwa, “Undang-Undang tentang 

Narkotika bertujuan: (a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi”; 

b. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika memberikan peluang 

dilakukannya penelitian terhadap narkotika Golongan I dengan 

ketentuan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat 

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium 

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Namun demikian, karena 

ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 

Narkotika sehingga mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk 

mendapatkan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari narkotika 

Golongan I. 

3. Bahwa dalam petitum para Pemohon ingin menyatakan: 

a. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika bertentangan dengan 

Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUDN RI 1945 sepanjang 

tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika 

Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau 

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan.”; 
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b. Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat 

(1) dan Pasal 28H ayat (1) UUDN RI 1945; 

PETITUM 

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang 

Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, 

mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) 

ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 

4. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 

5. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum 

(legal standing); 

6. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- 

tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 

diterima (niet onvankelijke verklaard); dan 

7. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak 

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 PERTIMBANGAN HUKUM 

 

Kewenangan Mahkamah 

 

[3.1]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 

selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 

terhadap UUD 1945; 
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[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah 

pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), selanjutnya disebut 

UU 35/2009, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan para Pemohon; 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009: 
 

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah 
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketergantungan”. 

 
Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009: 

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan”. 

1. Bahwa Pemohon I bernama Dwi Pertiwi merupakan ibu kandung dari seorang 

anak laki-laki berusia 16 tahun, bernama Musa IBN Hassan Pedersen alias Musa, 

yang sedang menderita Cerebral Palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh 

perkembangan otak yang tidak normal. Sakit yang diderita anak Pemohon I 

tersebut berawal dari penyakit pneumonia yang pernah menyerangnya pada 

waktu bayi (vide Bukti P-3); 

2. Bahwa Pemohon II bernama Santi Warastuti adalah ibu kandung dari anak 

perempuan berusia 12 tahun, bernama Pika Sasikirana alias Pika, yang sejak 

dalam kandungan sampai dilahirkan, anak Pemohon II tersebut berada dalam 

kondisi kesehatan yang normal sampai akhirnya saat anak Pemohon II duduk di 

bangku taman kanak-kanak kondisi kesehatannya menurun yang ditandai 

dengan sering jatuh tidak sadarkan diri, muntah, dan kejang (vide Bukti P-4). Hasil 

pemeriksaan dokter menyatakan anak Pemohon II menderita epilepsi yang perlu 

menjalani terapi dengan mengonsumsi obat-obatan, terapi tusuk jari, dan 

fisioterapi; 

3. Bahwa Pemohon III bernama Nafiah Muharyanti, A.Md., adalah ibu dari seorang 

anak perempuan berusia 10 tahun, bernama Masayu Keynan Almeera P. alias 

Keynan, yang menderita Epilepsi dan Diplegia Spactic juga merupakan bentuk 

dari Cerebral Palsy. Bahwa anak Pemohon III lahir secara prematur 34 mg BB 

1.4 kg telah divonis Celebral Palsy pada usia 2 bulan yang mengakibatkan 

gangguan motorik halus dan kasar serta kejang yang berulang setiap hari  
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4. Bahwa Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya serta didirikan atas 

dasar kepedulian untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi yang ada pada 

masyarakat sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama 

untuk maju dan memperoleh jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi 

manusia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak 

untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 (vide Bukti P-8). 

Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Organisasi Pemohon IV 

mempunyai tugas dan peranan dalam mendayagunakan lembaganya sebagai sarana 

untuk penanggulangan AIDS dan pengendalian NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika 

dan Zat Adiktif lainnya) secara nasional beserta perumusan kebijakannya yang berpihak 

pada kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia. 

5. Bahwa Pemohon V adalah organisasi nirlaba yang bertujuan dalam bidang sosial 

dan kemanusiaan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana dan 

hukum yang berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia 

di Indonesia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan 

dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin 

oleh UUD 1945 (vide Bukti P-11). Berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Akta 

Pendirian Organisasi Pemohon V mempunyai tugas dan peranan melakukan 

penelitian, pelatihan, dan litigasi strategis, serta mendayagunakan lembaganya 

sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan bagi 

masyarakat sipil untuk terlibat secara konstruktif dalam upaya mereformasi sistem 

peradilan pidana, hukum pidana, dan hukum pada umumnya yang selaras dengan 

nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. 

6. Bahwa Pemohon VI adalah Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 

atau LBH Masyarakat adalah Badan Hukum berbentuk perkumpulan yang berdiri 

tertanggal 15 April 2008 dan didirikan berdasarkan akta Nomor 1419 tertanggal 

27 Oktober 2017 dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor AHU-0015845.AH.01.07 Tahun 2017 tentang Pengesahan 

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 

(vide Bukti P-13).  
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Bahwa Pemohon VI memiliki kepentingan konstitusional dalam permohonan a 

quo untuk mewujudkan tujuan pendirian organisasi tersebut terutama terkait salah 

satu fokus kerja Pemohon VI yakni reformasi kebijakan narkotika agar lebih 

berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang terutama 

orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan terhadap 

dirinya. 

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, 

menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah 

dapat menguraikan secara spesifik (khusus) dalam menjelaskan kedudukan 

hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat 

(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009. Anggapan 

kerugian hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, 

dan Pemohon IV, bersifat faktual atau potensial yang apabila permohonannya 

dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi 

atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau 

tidak terbuktinya dalil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV perihal 

inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, 

Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV 

memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan 

a quo. Sementara itu, menurut Mahkamah terhadap Pemohon V dan Pemohon VI 

tidak diperoleh adanya bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon V dan Pemohon VI 

di dalam melaksanakan tugas dan perannya mempunyai hubungan secara langsung 

dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 

35/2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap 

Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diberikan kedudukan hukumnya untuk 

bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. 

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV 

(selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 

sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan 

mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 
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Pokok Permohonan 

[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 

6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009, para Pemohon mengemukakan 

alasan-alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk 

Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 

ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 

(1) UUD 1945; 

 
2. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan narkotika sebagai bagian dari hak 

atas pelayanan kesehatan telah dibatasi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat 

(1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang menyebutkan bahwa Narkotika 

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; 

3. Bahwa menurut para Pemohon, implikasi dari pelarangan Narkotika Golongan I 

sebagaimana dirumuskan dalam norma Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tersebut menjadikan pemanfaatan segala jenis 

Narkotika Golongan I untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan tidak dapat 

dilakukan di Indonesia. Faktanya, di banyak negara berdasarkan penelitian yang 

ada, pengobatan termasuk terapi terhadap penyakit tertentu yang menggunakan 

Narkotika Golongan I telah ada dan digunakan. 

4. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 

ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk 

mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berupa manfaat kesehatan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 

5. Bahwa menurut para Pemohon, keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a 

dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak para 

Pemohon untuk mendapatkan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari Narkotika 

Golongan I.  
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Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat 

(1) UU 35/2009 yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk 

pelayanan kesehatan telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat 

(1) UUD 1945; 

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada 

Mahkamah sebagai berikut: 

a. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 bertentangan 

dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan 

ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan 

kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan”; 

b. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C 

ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 

sampai dengan Bukti P-43 dan 6 (enam) orang Ahli, yaitu Dr. Iur. Asmin Fransiska, 

S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Musri Musman, M.Sc., Prof. David Nutt DM, FRCP, 

FRCPsych, FSB, FMedSci, Dlaws., Rev.Sung Seok Kang, Stephen Rolles, B.Sc., 

M.A dan Dr. Pakakrong Kwankhao, Ph. D., serta 1 (satu) orang Saksi, yaitu Petrus 

Ridanto Busono Raharjo yang kesemuanya didengar keterangannya dalam 

persidangan Mahkamah [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 

Perkara]. Di samping itu, para Pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang 

diterima oleh Mahkamah pada 21 Maret 2022; 

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan 

di persidangan pada 10 Agustus 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di 

Mahkamah pada 27 Agustus 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 

Perkara]; 
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[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang 

dibacakan dalam persidangan pada 10 Agustus 2021 dan keterangan tersebut 

secara tertulis yang diterima Mahkamah pada 1 September 2021 serta keterangan 

tambahan yang diterima Mahkamah pada 30 Desember 2021 [selengkapnya 

termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Selain itu, Presiden juga telah menghadirkan 

6 (enam) orang Ahli, yaitu Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, Prof. Dr. Rer. Nat. Apt. 

Rahmana Emran Kartasasmita, M.SI., Dr. Uni Gamayani, dr. Sp. S (K)., Dr. Aris 

Catur Bintoro, Sp. S(K)., Brigjen Pol (P) Drs. Mufti Djusnir, M.SI, APT, dan Dr. Ahmad 

Redi, S.H., M.H., yang kesemuanya didengar keterangannya dalam persidangan 

Mahkamah [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Di 

samping itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah 

pada 22 Maret 2022; 

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 

permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan 

Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang 

diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan 

kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, 

Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. 

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang 

dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah berkenaan dengan 

inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 

35/2009 sebagaimana selengkapnya dinyatakan dalam Petitum Permohonan para 

Pemohon pada Paragraf [3.7] angka 6 di atas. Namun demikian, sebelum lebih 

lanjut mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para 

Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal 

sebagai berikut: 

[3.12.1] Bahwa semangat yang terkandung dalam UU 35/2009 sebagaimana 

diuraikan dalam Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang a quo, antara 

lain menegaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, 

adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal 

pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, 

termasuk derajat kesehatannya. 
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 Selain itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan 

di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan 

ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dimungkinkan dibutuhkan sebagai obat 

dan/atau terapi pada penyakit tertentu serta melakukan pencegahan dan 

pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terlebih 

jenis narkotika tertentu. Berkaitan dengan pemanfaatan narkotika, di satu sisi 

narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk 

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

sedangkan di sisi lain narkotika jenis tertentu dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila 

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat 

dan saksama. 

 

 

Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU 35/2009 juga ditegaskan, 

narkotika jenis tertentu merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan 

untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan 

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat 

merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi bangsa. 

Terlebih, terhadap narkotika jenis tertentu lainnya yang oleh undang- undang benar-

benar masih dilarang penggunaannya, selain apa yang secara tegas diperbolehkan, 

seperti halnya jenis Narkotika Golongan I yang hanya diperbolehkan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan sangat merugikan jika 

pembatasan tersebut justru ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang pada akhirnya akan dapat merusak generasi bangsa dan bahkan 

melemahkan ketahanan nasional. 

[3.12.2]  Bahwa meskipun pemanfaatan narkotika telah digunakan secara sah dan 

diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan setidaknya di 

beberapa negara, antara lain Argentina, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, 

Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Polandia, Romania, Kolombia, Swiss, Turki, 

Inggris, Bulgaria, Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Selandia Baru, dan Thailand, 

namun fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan parameter, bahwa 

seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat 

diterima dan diterapkan oleh semua negara. Hal ini disebabkan adanya karakter 
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yang berbeda, baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan budaya hukum 

masyarakat dari negara yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. Dalam perspektif ini, untuk negara Indonesia, walaupun diperoleh fakta 

hukum banyak orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan fenomena 

yang mungkin “dapat” disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan jenis 

narkotika golongan tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan 

akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan, khususnya terkait dengan 

struktur dan budaya hukum masyarakat, termasuk sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia. Terlebih, berkenaan dengan pemanfaatan 

jenis Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori narkotika dengan dampak 

ketergantungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan Narkotika 

Golongan I di Indonesia harus diukur dari kesiapan unsur-unsur sebagaimana 

diuraikan tersebut di atas sekalipun terdapat kemungkinan keterdesakan untuk 

pemanfaatannya. 

[3.13]  Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di 

atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas yang 

dipersoalkan oleh para Pemohon, yaitu berkaitan dengan Penjelasan Pasal 6 ayat 

(1) huruf a UU 35/2009, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “Dalam 

ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang 

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan 

kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan”, serta ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap hal 

tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 agar dibaca “Dalam ketentuan ini 

yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat 

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan 

kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan”, menurut Mahkamah pengelompokkan narkotika ke dalam tiga 

jenis golongan sebagaimana dimaksud dalam UU 35/2009, yaitu Narkotika 

Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III merupakan hal yang 

penting dilakukan, mengingat sifat dari ketiga jenis golongan narkotika tersebut 

mempunyai dampak yang berbeda. Demikian halnya berkenaan dengan akibat 

hukum yang ditimbulkan, jika terjadi penyalahgunaan pemanfaatan narkotika yang 
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dapat menimbulkan bahaya, tidak hanya berkaitan dengan ancaman jiwa, akan 

tetapi juga kehidupan manusia yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan 

pembagian jenis golongan narkotika tersebut tetap dipertahankan untuk dijadikan 

rujukan dalam membuat regulasi terkait dengan penggunaan, pengkajian dan 

penelitian, serta penegakan hukumnya ketika terjadi penyalahgunaan. 

Bahwa oleh karena setiap jenis golongan narkotika memiliki dampak yang 

berbeda-beda, khususnya dalam hal tingkat ketergantungannya, maka di dalam 

menentukan jenis-jenis narkotika yang ditetapkan ke dalam suatu jenis golongan 

narkotika tertentu dibutuhkan metode ilmiah yang sangat ketat. Dengan demikian, 

terkait dengan adanya keinginan untuk menggeser/mengubah pemanfaatan jenis 

narkotika dari golongan yang satu ke dalam golongan yang lain maka hal tersebut 

juga tidak dapat secara sederhana dilakukan. Oleh karena itu, untuk melakukan 

perubahan sebagaimana tersebut di atas dibutuhkan kebijakan yang sangat 

komprehensif dan mendalam dengan melalui tahapan penting yang harus dimulai 

dengan penelitian dan pengkajian ilmiah. 

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan berkaitan dengan jenis Narkotika 

Golongan I telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 

hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. Oleh karena itu, dari pembatasan imperatif dimaksud secara 

sederhana dapat dipahami bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang 

mempunyai dampak paling serius dibandingkan dengan jenis narkotika golongan 

lainnya. Dengan demikian, dalam hal pemanfaatan Narkotika Golongan I tidak dapat 

dilepaskan dari keterpenuhan syarat-syarat yang sangat ketat tersebut, terlebih 

apabila akan dilakukan perubahan pemanfaatannya ke dalam pemanfaatan lain 

(berbeda) yang potensial menimbulkan korban nyawa manusia, jika tidak dilakukan 

terlebih dahulu pengkajian dan penelitian secara ilmiah. 

Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk 

pelayanan kesehatan dan/atau terapi, sebagaimana yang dimohonkan oleh para 

Pemohon, hal tersebut sama halnya dengan keinginan untuk mengubah 

pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang secara imperatif hanya diperbolehkan 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembatasan pemanfaatan 

demikian tidak terlepas dari pertimbangan bahwa jenis Narkotika Golongan I 

tersebut mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh 

karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah 

ternyata keinginan para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan 

I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan 
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pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di 

Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara 

komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit dipertimbangkan dan 

dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara 

medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara itu, berkenaan dengan fakta- 

fakta hukum dalam persidangan yang menegaskan bahwa beberapa negara telah 

secara sah menurut undang-undangnya memperbolehkan pemanfaatan narkotika 

secara legal, hal tersebut tidak serta-merta dapat digeneralisasi bahwa negara- 

negara yang belum atau tidak melegalkan pemanfaatan narkotika secara bebas 

kemudian dapat dikatakan tidak mengoptimalkan manfaat narkotika dimaksud. 

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat 

memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit 

tertentu yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon dapat disembuhkan 

dengan terapi yang menggunakan jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana yang 

dialami oleh anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Namun, mengingat hal 

tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara 

ilmiah maka dengan mengingat efek atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila 

Mahkamah menerima argumentasi para Pemohon a quo. Oleh karenanya tidak ada 

pilihan lain bagi Mahkamah untuk mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan 

I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan 

dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan 

kesehatan dan/atau terapi. Selanjutnya, hasil pengkajian dan penelitian secara 

ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk 

undang-undang di dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan 

berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I. 

Bahwa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat 

diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin dari 

Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 35/2009, yang 

menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan 

pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan 

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah 

mendapatkan izin Menteri”. Lebih lanjut ditegaskan mengenai syarat dan tata cara 

untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud 

didasarkan pada Peraturan Menteri, sesuai dengan semangat Pasal 13 ayat (2) UU 

35/2009. Artinya, lembaga pemerintah dan swasta secara bersama-sama atau 

pemerintah secara tersendiri melakukan pengkajian dan penelitian untuk menelaah 
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secara ilmiah berkaitan dengan jenis Narkotika Golongan I untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan ataupun terapi. Lebih lanjut, pengkajian dan penelitian yang 

dilakukan  terhadap  jenis  Narkotika  Golongan  I  secara  konkret  dilakukan 

berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.  

 

 

 

 

 

Di samping hasil pengkajian dan penelitian tersebut dapat memberikan 

telaahan secara ilmiah yang membuktikan kebenaran “hipotesis” tersebut, yaitu 

penggunaan atau pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I dapat diperuntukkan 

guna keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi untuk pengobatan penyakit 

tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk 

kepentingan praktis. 

[3.13.2]  Bahwa selanjutnya penting dijelaskan, diperlukannya kepastian jenis 

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan 

dan/atau terapi melalui pengkajian dan penelitian dimaksud, di satu sisi juga 

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kepada 

masyarakat dari bahaya penggunaan jenis Narkotika Golongan I yang berpotensi 

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, secara imperatif 

sebelum ada hasil pengkajian dan penelitian, jenis Narkotika Golongan I hanya 

benar-benar digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 

digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Bahkan bagi penyalahguna 

jenis Narkotika Golongan I yang secara tidak sah diancam dengan pidana penjara 

sangat berat (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU 35/2009). Sanksi 

ancaman pidana penjara yang sangat berat dimaksud disebabkan karena negara 

benar-benar ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari bahaya 

penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis Narkotika Golongan I. Dengan 

demikian, perlindungan kepada masyarakat dapat benar-benar diwujudkan karena 

jenis Narkotika Golongan I tetap harus dipandang sebagai jenis narkotika paling 

berbahaya, khususnya apabila dikaitkan dengan dampak ketergantungannya yang 

sangat tinggi. 

Bahwa oleh karena tingkat ketergantungan jenis Narkotika Golongan I sangat 

tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, Narkotika Golongan I dilarang juga digunakan 



26 
 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Sebab, pemberian 

pelayanan kesehatan yang aman kepada masyarakat merupakan tanggung jawab 

Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan, 

“Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, 

aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif” dan “Pemerintah dan pemerintah 

daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Oleh karena itu, Negara dalam konteks 

pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I khususnya, dan jenis Narkotika Golongan 

II serta jenis Narkotika Golongan III pada umumnya, wajib melakukan pengawasan 

secara ketat agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan.  

 

 

 

 

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, negara juga wajib 

menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pemenuhan hak dalam 

pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 

1945. Dalam konteks inilah rasionalitas sesungguhnya yang menjadi salah satu 

alasan sangat penting dilakukannya pengkajian dan penelitian jenis Narkotika 

Golongan I yang dimungkinkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, 

termasuk dalam hal ini untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah 

mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) UU 35/2009 (vide keterangan Presiden bertanggal 22 Juni 2021, hlm. 17). 

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, sesungguhnya kebutuhan akan adanya 

kepastian dapat atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi sudah sejak lama menjadi 

kebutuhan yang sangat mendesak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta 

hukum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 yang sudah 

mencantumkan “larangan secara tegas penggunaan jenis Narkotika Golongan I 

untuk terapi”. Dengan kata lain, sesungguhnya “fenomena” perihal kebutuhan 

terhadap jenis Narkotika Golongan I untuk dapat dimanfaatkan guna keperluan 

terapi sudah muncul sejak sebelum UU 35/2009 diundangkan. Dengan demikian, 
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melalui Putusan a quo, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah segera 

menindaklanjuti Putusan a quo berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis 

Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, yang 

hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini 

dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang 

guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Sebab, penyerahan kewenangan oleh 

Mahkamah kepada pembentuk undang-undang didasarkan karena UU 35/2009 a 

quo tidak hanya mengatur tentang penggolongan jenis narkotika akan tetapi 

termasuk di dalamnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi pidana. Oleh karena 

terhadap undang-undang yang di dalamnya memuat substansi hal-hal yang 

berkenaan dengan pemidanaan (kriminalisasi/dekriminalisasi), Mahkamah dalam 

beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan 

pembentuk undang-undang (open legal policy). Sehingga, terhadap UU 35/2009 

inipun oleh karena di samping mengatur tentang pemanfaatan narkotika yang 

diperlukan pengaturan yang sangat rigid dan secara substansial narkotika adalah 

persoalan yang sangat sensitif, serta karena alasan UU 35/2009 memuat sanksi- 

sanksi pidana, maka cukup beralasan apabila pengaturan norma-normanya 

diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya. 

 

 

 

[3.13.3]  Bahwa terhadap hasil pengkajian dan penelitian apabila ternyata jenis 

Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau  

terapi dan diperlukannya peraturan-peraturan pelaksana, maka pemerintah 

bersama-sama dengan para pemangku kepentingan harus mengatur secara detail 

tentang antisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan jenis Narkotika Golongan 

I. Oleh karena itu, melalui Putusan a quo Mahkamah juga mengingatkan agar 

pembentuk undang-undang, termasuk pembuat peraturan pelaksana harus benar-

benar cermat dan hati-hati dalam mengantisipasi hal-hal tersebut, mengingat kultur 

dan struktur hukum di Indonesia masih memerlukan edukasi secara terus menerus. 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 

tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata ketentuan Penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 telah memberikan kemanfaatan dan kepastian 

hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi 

kesejahteraan umat manusia sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C 

ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah memberikan 

kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana di antaranya dimaksud dalam 

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalill permohonan para Pemohon 

berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf 

a UU 35/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya dalil para Pemohon berkaitan dengan 

inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang menurut para Pemohon 

telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan 

dari jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 

1945. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 

mempertimbangkan, sebagai berikut: 

[3.15.1] Bahwa dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 

35/2009 sebagaimana didalilkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk 

menegaskan, berkaitan dengan penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma 

Pasal a quo tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

huruf a UU 35/2009 yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah.  

 

 

 

 

Adapun ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 

35/2009 masing-masing selengkapnya sebagai berikut: 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009: 

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ‘Narkotika Golongan I’ adalah 
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketergantungan”. 

 
Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009: 

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan”. 

[3.15.2] Bahwa oleh karena ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 
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esensinya adalah menegaskan tentang larangan pemanfaatan jenis Narkotika 

Golongan I untuk pelayanan kesehatan, sementara itu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) 

huruf a UU 35/2009 menegaskan tentang pembatasan pemanfaatan narkotika 

hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan penggunaan atau 

pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi. Dengan demikian, oleh karena 

di dalam mempertimbangkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a 

UU 35/2009, Mahkamah telah berpendirian agar segera dilakukan pengkajian dan 

penelitian terhadap jenis Narkotika Golongan I untuk dapat atau tidaknya 

dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, di mana terapi juga 

merupakan bagian dari kesehatan maka penegasan Mahkamah tersebut berkaitan 

agar segera dilakukannya pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika 

Golongan I, yang dimungkinkan dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan 

dan/atau terapi, maka hal tersebut juga berlaku di dalam mempertimbangkan 

konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 a quo. Sehingga, Mahkamah 

berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 dimaksud menjadi satu kesatuan dan 

dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) 

UU 35/2009. Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian 

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 adalah konstitusional maka sebagai 

konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 

inipun harus dinyatakan konstitusional. 

[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut 

di atas, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) 

UU 35/2009 telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, 

sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. 

Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah memberikan kepastian hukum 

berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28H ayat 

(1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan 

dengan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 adalah 

tidak beralasan menurut hukum. 

[3.17]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut  
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di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan 

menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan dalil-dalil dan hal-hal lain tidak 

dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 

KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah 

berkesimpulan: 

[4.1]  Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 

 

[4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan 

hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 

[4.3] Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5076); 

 

AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima. 

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan 

Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 

Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief 

Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, 

pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, 

dan pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh 

dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 

pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, 

selesai diucapkan pukul 11.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar 

Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, 

Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan 

M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad 

Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan 

kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang 

mewakili. 

KETUA, 
 

 
ttd. 

 

 
Anwar Usman  

ANGGOTA-ANGGOTA, 
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ttd. 

 
Aswanto 

ttd. 

 
Suhartoyo 

ttd. 

 
Enny Nurbaningsih 

ttd. 

 
Daniel Yusmic P. Foekh 

ttd. 

 
Wahiduddin Adams 

ttd. 

 
Arief Hidayat 

ttd. 

 
Saldi Isra 

ttd. 

 
Manahan M.P. Sitompul 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Achmad Edi Subiyanto 
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